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Nuragifah (B11111315) “Pengaturan Pemanfaatan Wilayah Pesisir 
untuk Permukiman bagi Masyarakat Bajo di Kelurahan Bajoe 
Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone“ (dibimbing oleh 
Ibu Farida Patittingi sebagai pembimbing I dan Ibu Sri Susyanti Nur 
sebagai pembimbing II).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk permukiman 
Masyarakat Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur 
Kabupaten Bone, dan juga untuk mengetahui Peran Pemerintah 
Kabupaten Bone terhadap pemanfaatan Wilayah Pesisir untuk 
Permukiman oleh masyarakat bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete 
Riattang Timur Kabupaten Bone. 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone, kelurahan Bajoe 
Kecamatan Taneteriattang Timur, dengan menetapkan subjek penelitian 
meliputi: Tokoh masyarakat, dan instansi-instansi terkait di Kabupaten 
Bone. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang 
diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik 
wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan dan data 
dari instansi terkait. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif 
dengan penarikan kesimpulan secara induktif.  
Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa permukiman 
Masyarakat Bajo saat ini cenderung menyatu dengan daratan tapi masih 
ada yang bermukim di atas air dan sudah ada yang memiliki sertifikat hak 
milik, tetapi dalam rencana tataruang dan wilayah Kabupaten Bone 
permukiman Masyarakat Bajo ini merupakan kawasan konservasi hutan 
mangrove. Adapun peran pemerintah untuk pemanfaatan wilayah 
Masyarakat bajo dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Bone, Pertanahan Kabupaten Bone, dan pemerintah kelurahan Bajoe 
yaitu membantu dan menerbitkan sertifikat hak milik, sehingga 





Nuragifah (B11111315) "Utilization of Coastal Zone settings for Shelter for 
Bajo people in the Village District of Tanete Riattang Bajoe Eastern District 
of Bone"(guided by Miss Farida Patittingi as mentors I and Mrs Sri Susyanti Nur 
as mentors II). 
This study aims to determine the form of settlement in the village of Bajo 
Bajoe imagery Eastern District of Bone and also to determine the role of 
government to use Bone Coastal settlements for the community in the village of 
Bajo Bajoe imagery Eastern District of Bone 
This research was conducted in Bone regency, village Bajoe Eastern 
District of Tanete Riattang, by setting the research subjects include: community 
leaders, and related agenciesin Bone regency. The data used are primary data 
obtained directly from the field using interview techniques, as well as secondary 
data such as literature study and data from relevant agencies. The data analysis 
used is qualitative analysis by inductively conclusion. 
The results of this study found that the settlement of Bajo people todayt 
end to blend with the mainland but still living on the water and there is already a 
certificate of property rights, but in the spatial plan and the district of Bone 
settlement Bajo people this is a conservation area of mangrove forest. The role of 
the government for the utilization of Community territory bajo in this case the 
Department of Marine and Fisheries District Bone, Bone District Land and village 
governments Bajoe that is helpful and issuing certificate of ownership, thereby 
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A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan kekayaan alam 
yang sangat besar dilihat dari aspek geografis terbentang dari 
Sabang sampai Merauke baik pulau besar maupun kecil. Pulau 
besar di mulai dari Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Irian 
Jaya. Selain itu terdapat pula ribuan pulau kecil yang mengelilingi 
Indonesia.1 Tetapi bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku 
bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku di 
pulau lainnya. Sebagai negara yang dihuni oleh banyak suku, 
dengan budaya dan adatnya masing-masing. Setiap suku ini memiliki 
cara hidup sendiri, tergantung  budaya dan adat yang mereka anut. 
Setiap suku tersebut memiliki keunikan tersendiri seperti  cara hidup 
mereka yang bermacam-macam, salah satunya  yaitu suku yang 
hidup  di atas laut, keberadaan suku ini semakin memperjelas  
bahwa Indonesia adalah negara yang sangat dekat dengan laut, 
sebagaimana sejarah telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia 
yang mencintai laut sejak dahulu merupakan masyarakat maritim. 
Dalam catatan sejarah, terekam bukti-bukti bahwa nenek moyang 
bangsa Indonesia menguasai lautan nusantara, bahkan mampu 
mengarungi samudra luas sampai ke pesisir Madagaskar dan Afrika 
Selatan.  
                                                          
1 Adi sudirman, 2014, Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik hingga Terkini, DIVA 
Pres, Jogjakarta, hlm. 12 
2 
Sejak zaman bahari, pelayaran dan perdagangan antar pulau 
telah berkembang dengan menggunakan berbagai macam tipe 
perahu tradisional, nenek moyang kita menjadi pelaut-pelaut handal 
yang menjelajah untuk mengadakan kontak dan interaksi dengan 
pihak luar. Bahkan, yang lebih mengejutkan lagi, pelayaran yang 
dilakukan oleh orang-orang Indonesia (Nusantara) pada zaman 
bahari telah sampai ke Madagaskar  dan Afrika Selatan. 2  Pada 
zaman bahari telah menjadi trade mark bahwa Indonesia merupakan 
negara maritim yang mempunyai banyak pulau, luasnya laut menjadi 
modal utama untuk membangun bangsa ini. Indonesia adalah 
“Negara kepulauan”, Indonesia adalah “Nusantara”, Indonesia 
adalah  “Negara Maritim” dan Indonesia adalah “Bangsa 
Bahari”,”Berjiwa Bahari” serta “Nenek Moyangku Orang Pelaut” 
bukan hanya merupakan slogan belaka. Laut dijadikan ladang mata 
pencaharian, laut juga dijadikan sebagai tempat menggalang 
kekuatan. Mempunyai armada laut yang kuat berarti bisa 
mempertahankan kerajaan dari serangan luar. Memang laut dalam 
hal ini menjadi suatu yang sangat penting sejak zaman dahulu 
sampai zaman sekarang. Dengan mengoptimalkan potensi laut 
menjadikan bangsa Indonesia maju karena Indonesia mempunyai 
potensi yang sangat besar untuk mengembangkan laut. Laut akan 
memberikan manfaat yang sangat vital bagi pertumbuhan dan 
perkembangan Indonesia 
                                                          
2 Amran Saru, Dkk, 2011, Wawasan Sosial Budaya Maritim, UPT MKU Universitas 
Hasanuddin, Makassar,  hlm. 54 
3 
Konsekuensi sifat maritim itu sendiri lebih mengarah pada 
terwujudnya aktivitas pelayaran di wilayah Indonesia. Dalam hal ini 
bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dalam membangun 
perekonomian akan senantiasa dilandasi oleh aktivitas pelayaran. 
Pentingnya pelayaran bagi Indonesia tentunya disebabkan oleh 
keadaan geografisnya, posisi Indonesia yang strategis berada dalam 
jalur persilangan dunia, membuat Indonesia mempunyai potensi 
yang sangat besar untuk mengembangkan laut. Laut akan 
memberikan manfaat yang sangat vital bagi pertumbuhan dan 
perkembangan perekonomian Indonesia atau perdagangan pada 
khususnya. 
Dalam era globalisasi, perhatian bangsa Indonesia terhadap 
fungsi, peranan dan potensi wilayah laut semakin berkembang. 
Kecenderungan ini dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan 
yang dinamis yang mengakibatkan semakin terbatasnya potensi 
sumber daya nasional di darat. Pengaruh lainnya adalah 
perkembangan teknologi sendiri yang sangat pesat, sehingga dalam 
memberikan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut.3 Akan 
tetapi perkembangan tersebut tidak berarti menghilangkan adat atau 
kebiasaan yang sudah menyatuh dengan jati diri bangsa ini yang 
telah dicatat dalam sejarah nenek moyang bangsa Indonesia yang di 
kenal menguasaai lautan nusantara, bahkan mampu mengarungi 
samudra luas. Nenek moyang bangsa Indonesia ini kita kenal 
                                                          
3Ibid.,hlm. 6 
4 
dengan suku pengembara laut atau Suku Bajo. Suku ini merupakan 
suku nomaden yang hidup di atas laut, sehingga disebut gipsi laut.  
Semenjak abad ke-16, Suku Bajo banyak yang menyebar 
kesegala penjuru wilayah nusantara yang akhirnya menetap, baik 
dengan inisiatif sendiri maupun karena adanya paksaan dari 
pemerintah. Meskipun demikian, tempat tinggal mereka tidak jauh 
dari laut. sesuai dengan sifatnya yang nomaden, mereka 
membangun permukiman-permukiman baru.4 Pada awalnya Suku ini 
tinggal di atas bidok (perahu) sampai tahun 1930-an. Kemudian pada 
awal 1935 mereka mulai membangun kampoh (tampat tinggal tetap). 
Dari kampoh ini kemudian mereka membangun babaroh di pantai 
pasang surut. Babaroh ini merupakan tempat tinggal sementara 
Suku Bajo untuk istirahat dan mengolah hasil laut.5 Setelah merasa 
cocok tinggal di daerah tersebut, akhirnya mereka mengembangkan 
hunian mereka menjadi papondok kemudian hidup dan menetep  
dengan mendirikan rumah panggung di wilayah pesisir. Dalam 
perjalanan sejarah  Suku Bajo dapat dikatakan sebagai salah satu 
suku terasing di Indonesia yang umumnya bertempat tinggal di laut, 
hidup berkelompok dan cenderung memisahkan diri dari kelompok 
masyarakat yang tinggal di darat. Sebagai Suku pengembara laut, 
kehidupan sehari-hari Masyarakat Bajo selalu bersentuhan dengan 
laut, bahkan tempat tinggal mereka menandakan pengabdiannya 
pada laut. Mereka bermukim di pinggir laut dan membentuk 
                                                          
4 Abdul hafid, 2014, Pengetahuan Lokal Nelayan Bajo, Pengantar Editor, Pustaka 
Refleksi, Makassar, hlm.viii 
5ibid., hlm. 39 
5 
perkampungan di pesisir pantai, terutama di daerah-daerah teluk 
yang terlindung dari hempasan gelombang laut.6 
Karena kedekatannya dengan laut, laut sudah merupakan 
bagian integral dalam kehidupan Orang Bajo. Sehingga bagi mereka 
laut adalah segalanya. Ada beberapa istilah  yang mereka gunakan 
untuk mendeskripsikan pandangan mereka terhadap laut seperti: 
Laut sebagai Sehe (sahabat), tabar (obat), anudinta (makanan), 
lalang (Pra-sarana transortasi), pamunang ala”baka raha, ‘(sumber 
kebaikan dan keburukan), patambanang umbo ma’dilao (tempat 
leluhur orang Bajo yang menguasai laut), patambangang (tempat 
tinggal). 
Di Sulawesi Selatan Suku Bajo ini dapat di temui di Kelurahan 
Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dan 
merupakan salah satu komunitas terbesar di Sulawesi Selatan, yang 
menghuni wilayah pesisir pantai Teluk Bone yang merupakan 
masyarakat kebudayaan maritim. Bagi mereka, laut adalah 
segalanya, sehingga pantang bagi Masyarkat Bajo untuk tinggal di 
daratan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu tempat tinggal mereka 
mulai menyatu dengan daratan, hingga tidak dapat lagi dibedakan 
dengan permukiman masyarakat setempat yang memang hidup di 
darat. Menurut pengakuan H. A. Ambo Tang Deng Parai yang 
merupakan Wakil Kepala Desa tahun 1973-1999 dan kini menjabat 
sebagai staf di Kelurahan Bajoe, bahwa Masyarakat Bajo yang 
                                                          
6Ibid.,hlm. 22 
6 
berkediaman di Kelurahan Bajoe ini sudah ada sejak lama, namun 
pada awalnya mereka hidup terpisah dari kelompoknya, dan 
membentuk Babarok ditempat mereka merasa nyaman, tapi setelah 
adanya kebijakan dari pemerintah pada tahun 1980-an, Masyarakat 
Bajo ini disatukan dalam satu kelompok oleh pemerintah daerah 
sehingga membentuk sebuah Kampoh. Daerah yang di diami oleh 
Masyarakat Bajo  saat itu sekitar 2 ha, dan berada di pesisir Teluk 
Bone. Daerah yang awalnya hanya diperuntukan untuk Masyarakat 
Bajo kini sudah mulai dihuni pula oleh masyarakat bukan Bajo 
sehingga daerah tersebut menjadi salah-satu daerah yang sangat 
padat penduduk yaitu, sekitar 200 rumah tangga yang di bagi dalam 
6 dusun, yaitu Dusun Appasere ,Dusun pao, Dusun Bajo, Dusun 
Rompe, Dusun Tengge dan Dusun Maccedde. Dengan jumlah 
penduduk yang padat, hampir tidak ada yang mengantarai antara 
rumah yang satu dengan yang lainnya.7 
Masyarakat yang tinggal dan bermukim sejak lama di wilayah ini 
tentu sudah menganggap bahwa wilayah tersebut adalah milik 
mereka, sebagaimana orang yang tinggal di darat, karena sudah 
turun temurun mereka berdiam di tempat tersebut. Dengan demikian 
sangat diperlukan akan adanya peranan hukum dalam bentuk 
pengaturan oleh negara. Pengaturan yang dimaksud dalam hal ini 
meliputi pemilikan, penguasaan, serta pemeliharaannya sehingga 
tertata secara sistimatis. 
                                                          
7 Andi Ambo Tang deng Parai, Wawancara, Kantor Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete 
Riattang Kabupaten Bone , tanggal 20 agustus 2015 
7 
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 
Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang 
Pokok Agraria/UUPA pada pasal 19 ayat (1) dikemukakan bahwa 
untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.8 Pada intinya 
secara spesifik pemerintah mengatur pemberian hak milik atas tanah 
melalui prosedur pendaftaran tanah yang tertuang dalam UUPA 
supaya tidak menimbulkan kepemilikan ganda ataupun 
meminimalisir kepemilikan yang tidak jelas yang berdampak 
menimbulkan sengketa tanah karena tidak adanya bukti autentik 
yang menjadi alas hak yang sah dan kuat. Mendaftarkan tanah 
menjadikan kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi teratur dan 
tertata dengan baik, sehingga berdampak positif juga terhadap 
pemerintah baik dari pemungutan Pajak Bumi Bangunan, pemberian 
ganti rugi terhadap pengambilan tanah untuk fungsi sosial maupun 
pendataan kepemilikan tanah.  
Berdasarkan kenyataan diatas maka Masyarakat Bajo 
menganggap mereka berhak mendapatkan kepastian hukum atas 
wilayah tempat mereka bermukim, sehingga beberapa diantara 
mereka sudah mendapatkan sertifikat Hak milik. Sedangkan sampai 
saat ini belum ada aturan secara spesifik yang mengatur mengenai 
pemberian hak milik atas wilayah pesisir. Maka berdasarkan 
                                                          
8 Urip Santoso,  2008, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, Hlm. 
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8 
fenomena tersebut Penulis akan melakukan penelitian tentang apa 
yang menjadi dasar pertimbangan sehingga BPN menerbitkan 
Sertifikat Hak Milik untuk  Masyarakat Bajo yang bermukim diwilayah 
pesisir teluk Bone. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana  bentuk permukiman Masyarakat Bajo di Kelurahan 
Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone? 
2. Bagaimana peran pemerintah terhadap pemanfaatan wilayah 
pesisir oleh Masyarakat Bajo di Kabupaten Bone? 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui bentuk permukiman Masyarakat Bajo di 
Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten 
Bone. 
2. Untuk mengetahui peran pemerintah terhadap pemanfaatan 
wilayah pesisir oleh Masyarakat Bajo di Kabupaten Bone. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Memberikan Masukan bagi Ilmu pengetahuan dibidang hokum, 
khususnya mengenai penguasaan wilayah pesisir  Masyarakat 
Bajo di kabupaten Bone. 
2. Menjadi bahan acuan dan masukan bagi para pihak yang terkait 






A. Pengertian Penguasaan Atas Tanah 
Secara etimologi, penguasaan berasal dari kata “kuasa” yang 
berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, 
kekuatan atau kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan 
(memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya) sesuatu itu, 
sedangkan “penguasaan” dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, 
perbuatan menguasai atau kesanggupan untuk menggunakan 
sesuatu. Jadi menurut bahasa, penguasaan atas tanah dapat diartikan 
sebagai proses, cara atau perbuatan untuk menguasai sebidang 
tanah yang berisikan wewenang dan kesanggupan dalam 
menggunakan dan memanfaatkannya untuk kelangsungan hidup.9 
menurut Boedi Harsono penguasaan dapat dipakai dalam arti 
fisik dan juga dalam arti yuridis. Juga beraspek perdata dan publik.10 
Maksudnya Penguasaan yuridis dilandasi oleh hak, yang dilindungi 
oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang 
hak untuk menguasai secara fisik tanah yang di haki. Sedangkan hak 
penguasaan atas tanah adalah serangkaian kewajiban dan/atau 
larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah 
yang dihaki. Sedangkan yang dimaksud dengan tanah yaitu:11 
                                                          
9 Farida Patittingi, 2012,  Dimensi Hukum Pulau-pulau Kecil di Indonesia,Rangkang 
Education, Yogyakarta, hlm.76 
10 Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria isi dan pelaksanaannya), Djambatan, Jakarta, hlm.23 
11Ibid, hlm.262 
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Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya 
meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan 
sebagian dari ruang yang ada di atasnya, dengan pembatasan 
dalam pasal 4, yaitu: sekedar diperlukan untuk kepentingan yang 
langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang 
bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-
peraturan lain yang lebih tinggi, sedalam berapa tubuh bumi dan 
setinggi berapa ruang yang bersangkutan boleh digunakan, 
ditentukan oleh tujuan penggunaannya, dalam batas-batas 
kewajaran, perhitungan teknis kemampuan tubuh buminya 
sendiri, kemampuan pemegang haknya serta ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian tanah 
juga meliputi juga permukaan bumi yang berada di bawah air, 
termasuk air laut. 
 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga di sebutkan tentang 
pengertian tanah yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas 
sekali.12 sedangkan dalam UUPA pengertian tanah ini diatur dalam 
pasal 4 ayat (1) yaitu:13 
Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud 
dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. 
 
Dengan demikian yang dimaksud istilah tanah dalam pasal 
diatas ialah permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian 
dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. 
Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi 
(hak atas tanah) termasuk didalamnya bangunan atau benda-benda 
yang terdapat diatasnya merupakan suatu persoalan hukum.  
Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa tanah adalah 
permukaan bumi yang penggunaanya dapat meliputi bagian bumi 
                                                          
12Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Tanah 
13Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tenang peraturan dasar pokok-pokok agraria, 
pasal 4 ayat (1) 
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yang ada di atasnya. Sedangkan hak atas tanah adalah hak yang 
memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk 
mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.14 Ciri 
khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas 
tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat 
atas tanah yang menjadi haknya. Hak–hak atas tanah yang dimaksud 
ditentukan dalam pasal 16 UUPA antara lain:15 
a. Hak Milik 
b. Hak Guna Usaha 
c. Hak Guna Bangunan 
d. Hak Pakai 
e. Hak Sewa 
f. Hak Membuka Tanah 
g. Hak Memungut Hasil Hutan 
h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas 
yang ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang 
sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 
 
Adapun yang di maksud Hak penguasaan atas tanah adalah 
hak-hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, 
kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat 
sesuatu dengan tanah yang di haki. “sesuatu” yang boleh, wajib 
dan/atau dilarang untuk diperbuat itulah yang menjadi tolak ukur 
pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang di atur 
dalam hukum tanah negara . 
                                                          
14 Wikipedia, Hak atas Tanah, https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah, diakses pada 
tanggal 11 November 2015, jam 9.34 WITA. 
15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Bab II,Pasal 
16   
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Berkenaan dengan persoalan hukum penguasaan atas tanah, 
tidak terlepas dari dua asas yaitu asas pelekatan horizontal dan asas 
pemisah horizontal. 
a. Asas Pelekatan Horizontal (Horizontale Accessie Beginsel) 
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 
merupakan induk dari ketentuan hukum yang mengatur 
hubungan secara pribadi atau perdata, dianut asas pelekatan, 
yaitu asas yang melekatkan suatu benda pada benda pokoknya. 
Asas pelekatan ini terdiri atas pelekatan horizontal atau 
mendatar dan pelekatan vertikal. Asal pelekatan tersebut diatur 
dalam perumusan pasal 500, pasal 506 dan pasl 507 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Sekaitan dengan pasal 
tersebut, Soebekti berpendapat bahwa berdasarkan asas asesi 
maka benda-benda yang melekat pada benda pokok, secara 
yuridis harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari benda pokoknya. 
Berkaitan dengan pendapat yang dikemukakan oleh 
Soebekti R. di atas Kley mengatakan bahwa:16 
Lebih tegas lagi asas asesi dapat ditemukan dalam 
rumusan pasal 506 dan pasal 507 KUH perdata, yaitu 
dalam perumusan benda tidak bergerak dimana disebutkan 
bahwa pelekatan dari suatu benda bergerak yang tertancap 
dan terpaku pada benda tidak bergerak, secara yuridis 
harus dianggap sebagai benda tidak bergerak pula. 
Pelekatan itu harus sedemikian rupa sehingga apabila 
keduanya dipisahkan satu sama lai, maka ini akan 
menimbulkan kerusakan pada salah satu atau kedua benda 
itu. Tetapi apabila pemisahan tersebut tidak menimbulkan 
                                                          
16 Supriadi, 2007, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5 
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kerusakan pada benda-benda itu maka ketentuan tadi tidak 
berlak. Pasal 500 KUH Perdata menyebutkan bahwa 
hubungan benda tersebut harus terpaut sedemikian rupa 
seperti dahan dengan akarnya. 
 
b. Asas Pemisah Horizontal (Horizontale scheiding) 
Dalam asas ini, bangunan dan tanaman yang ada diatas 
tanah bukan merupakan bagian dari tanah dan ini diasanya 
dianut oleh masyarakat hukum adat seperti di Indonesia, 
berlainan dengan asas yang terdapat pada Negara-negara yang 
menggunakan asas perlekatan.  
Hukum tanah yang dianut oleh UUPA bertumpu pada 
hukum adat, dimana tidak mengenal asas perlektan tersebut, 
melainkan menganut asas “pemisahan horizontal” (dalam 
bahasa Belanda disebut Horizentale Scheiding), di mana hak 
atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan 
dan tanaman yang ada di atasnya. Menurut Djuhaendah Hasan 
:17 
Asas perlekatan vertikal tidak dikenal di dalam hukum Adat, 
karena mengenal asas lainnya yaitu asas pemisahan 
horizontal di mana tanah terlepas dari segala sesuatu yang 
melekat padanya Di dalam Hukum Adat, benda terdiri atas 
benda tanah dan benda bukan tanah, dan yang dimaksud 
dengan tanah memang hanya tentang  tanah saja 
(demikian pula pengaturan hukum tanah dalam UUPA) 
sesuatu yang melekat pada tanah dn terhadapnya tidak 
berlaku ketentuan benda tanah. 
 
Artinya perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan 
sendirinya meliputi bangunan dan tanaman milik yang punya 
tanah yang ada di atasnya. Jika perbuatan hukumnya 
                                                          
17Ibid, hlm. 7 
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dimaksudkan meliputi juga bangunan dan tanamannya, maka hal 
ini secara tegas harus dinyatakan dalam akta yang membuktikan 
dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan. Dengan 
demikian, asas pemisahan horizontal ini hampir semua 
masyarakat di daerah  di seluruh Indonesia mengakui 
keberadaanya, termasuk Suku Bugis. Pada umumnya Suku 
Bugis kalau membangun rumah, kebanyakan rumah tinggi atau 
rumah bertiang. Filosofi yang dapat ditarik dari makna rumah 
tinggi atau bertiang tersebut  adalah rumah itu bisa dimiliki oleh 
orang lain dari tanah tersebut, pemilik rumah dapat 
memindahkan rumahnya ke tanah lainnya. 
B. Hak-Hak Atas Tanah Tanah 
1. Hak Penguasaan Atas Tanah  
Hak Penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang 
kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk 
berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang 
boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi 
hak penguasaan itulah yang menjadi tolak ukur pembeda 
diantara  hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam 
hukum tanah.18 
Pengaturan Hak-Hak penguasaan atas tanah dalam Hukum 
Tanah dibagi menjadi dua yaitu:19 
a. Hak pengusaan atas tanah sebagai lembaga hukum 
                                                          
18 Urip Santoso,Op.cit, hlm.74 
19Ibid., 
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Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan 
tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai 
pemegang haknya. 
Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, 
adalah sebagai berikut: 
1) Memberi nama pada hak penguasaan yang 
bersangkutan; 
2) Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh 
wajib, dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang 
haknya serta jangka waktu penguasaannya; 
3) Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh 
menjadi pemegang haknya, dan syarat-syarat bagi 
penguasaannya; 
4) Mengatur hal-hal mengenai tanahnya. 
b. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang 
konkret 
Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan 
tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan 
hokum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya.  
Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas 
tanah ini yaitu: 
1) Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi satu 
hubungan hokum konkret, dengan nama atau sebutan 
hak penguasaan atas tanah tertentu; 
2) Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-
hak lain; 
3) Mengatur hal-hal mengenai pemindahan nya kepada 
pihak lain; 
4) Mengatur hal-hal mengenai hapusnya; 
5) Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya. 
 
Hak penguasaan atas tanah terbagi menjadi beberapa macam 
yaitu: 
a. Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah 
Hak bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak 
penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua 
tanah yang ada dalam wilayah negara, yang merupakan 
tanah bersama, bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-
hak penguasaan yang lain atas tanah. Pengaturan hak 
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penguasaan atas tanah ini dimuat dalam pasal 1 ayat (1,2, 
dan 3) UUPA yang menyatakan bahwa:20 
(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air 
dari seluruh rakyat Indonesia, yang telah bersatu 
sebagai bangsa Indonesia. 
(2) Seluruh bumi,air dan ruang angkasa termasuk 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam 
wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan 
Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa 
bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan 
nasional. 
(3) Hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air serta 
ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini 
adalah hubungan yang bersifat abadi. 
Ketentuan dalam Pasal 1 UUPA No.5 Tahun 1960 
tersebut sejalan dengan penjelasan umum UUPA No.5 
Tahun 1960 dinyatakan bahwa;21 
Bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik 
Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh 
bangsa sebagai keseluruhan menjadi hak pula dari 
bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak 
dari pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di 
daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata 
menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang 
bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian maka 
hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan 
ruang angkasa Indonesia merupakan semacam 
hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan 
yang mengenai seluruhwilayah negara. 
Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 UUPA No.5 Tahun 
1960 tersebut di atas, Boedi Harsono mengatakan bahwa:22 
Hak Bangsa Indonesia adalah semacam hak ulayat, 
berarti bahwa dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional, 
hak tersebut merupakan hak penguasaan atas tanah 
                                                          
20 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Bab I, 
pasal 1 ayat (1-3) 
21Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 
Penjelasan Umum 
22 Boedi Harsono, Op.cit, hlm. 229 
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yang tertinggi. Ini berarti bahwa hak-hak penguasaan 
atas tanah yang lain termasuk Hak Ulayat dan hak-hak 
individual atas tanah yang dimaksudkan oleh 
penjelasan umum, langsung ataupun tidak semuanya 
bersumber pada hak bangsa. 
Berdasarkan uraian di atas, Boedi Harsono 
memberikan uraian mengenai ketentuan-ketentuan pokok 
yang terkandung dalam Hak menguasai bangsa Indonesia 
atas tanah sebagai berikut:23. 
a) Sebutan dan isinya 
Hak bangsa adalah sebutan yang diberikan oleh para 
lmuwan Hukum Tanah pada lembaga hukum dan 
hubungan hukum konkret dengan bumi, air, dan ruang 
angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya, yang dimaksudkan dalam Pasal 
1 ayat (2) dan (3) UUPA. UUPA tidak memberikan nama 
yang khusus mengenai hak bangsa atas tanah. Hak ini 
merupakan hak penguasaan atas tanah yang tinggi 
dalam hukum tanah nasional. Oleh karena itu, semua 
hak atas yang lain, secara langsung maupun tidak 
langsung bersumber padanya. Hak bangsa memiliki dua 
unsur, yakni unsur kepunyaan dan unsur tugas 
kewenangan untuk mengatur dan memimpin 
penguasaan dan penggunaan tanah bersama yang 
dipunyainnya. 
b) Pemegang  Haknya 
Subjek hak bangsa adalah seluruh rakyat Indonesia 
sepanjang masa, yaitu generasi-generasi terdahulu, 
sekarang dan generasi-generasi yang akan datang 
c) Tanah yang Dihaki 
Hak bangsa meliputi semua tanah yang ada dalam 
wilayah Negara Republik Indonesia, maka tidak ada 
tanah yang merupakan res nullius. 
d) Terciptanya Hak Bangsa 
Tanah bersama tersebut adalah karunia Tuhan Yang 
Maha Esa kepada rakyat Indonesia, yang bersatu 
sebagai bangsa Indonesia. Hak bangsa sebagai 
lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkret 
merupaka satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hak 
bangsa sebagai lembaga hukum tercipta pada saat yang 
diciptakannya hubungan hukum konkret dengan tanah 
                                                          
23Ibid.,hlm. 266 
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sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat 
Indonesia. 
e) Hubungan yang Bersifat Abadi 
Hubungan yang bersifat abadi mempunyai makna bahwa 
hubungannya yang akan berlangsung tidak akan putus 
untuk selama-lamanya. 
 
Sejalan dengan Uraian dalam UUPA, Arie Sukanti 
Hutagalung menguraikan bahwa hak bangsa Indonesia 
mengandung dua Unsur yaitu:24 
a) Unsur kepunyaan bersama yang bersifat perdata, tetapi 
bukan berarti hak kepemilikan dalam arti yuridis, tanah 
bersama dari seluruh rakyat Indonesia yang telah 
bersatu menjadi bangsa Indonesia 
b) Unsur tugas kewenangan yang bersifat publik untuk 
mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan 
tanah yang dipunyai bersama tersebut. 
 
b. Hak Menguasai Negara atas Tanah 
Negara Indonesia dapat dikategorikan sebagai Negara 
hukum. Secara konstitusional sebagai negara hukum dapat di 
ketahui dalam rumusan tujuan negara dalam pembukaan UUD 
1945 yaitu: 25  melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan 
keadilan sosial. Jadi secara normatif, tujuan Negara Republik 
Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan 
mewujudkan keadilan sosial. Sedangkan berkenaan dengan 
                                                          
24 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2009, Kewenangan Pemerintah 
dibidang Pertanahan, RajaGrafindo Persada,  Jakarta,  hlm. 20 
25 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea 
ke-4.Umar said Sugiharto, dkk., 2015, Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas 
Tanah untuk Kepentinga Umum Pra dan Pasca Reformasi), Setara Press, Malang, hlm. 1 
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hak menguasai dari negara di jelaskan dalam pasal 33 
Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu:26 
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
berdasar atas kekeluargaan.  
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara 
dan yang mnguasai hajat hidup orang banyak di 
kuasai oleh negara. 
(3) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar 
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal 
ini diatur dalam undang-undang. 
 
Jadi jika dipahami pasal 33 UUD 1945 tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa tidak terlepas dari dasar pemikiran tentang 
kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Atas 
dasar itu tujuan hak menguasai oleh negara atas sumber daya 
alam khususnya tanah ialah keadilan sosial dan sebesar-
besar kemakmuran rakyat. 
Sedangkan Hak menguasai dari negara atas Tanah 
bersumber pada Hak Bangsa Indonesia atas tanah, yang 
hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas 
kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik. 
Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin 
dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia, maka 
dalam penyelenggaraannya, Bangsa Indonesia sebagai 
                                                          
26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XIV, pasal 33. 
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pemegang hak dan pengemban amanat tersebut, pada 
tingkatan tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik 
Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 
Hal tersebut diatas sejalan dengan isi wewenang hak 
menguasai dari negara atas tanah yang di muat dalam pasal 2 
ayat (2) UUPA, adalah:27 
a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 
penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah; 
Termasuk dalam wewenang ini, adalah: 
1. Membuat suatu rencana umum mengenai 
persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah 
untuk berbagai keperluan (pasal 14 UUPA jo. UU 
No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang). 
2. Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah 
untuk memelihara tanah, termasuk menambah 
kesuburan dan mencegah kerusakannya (pasal 
15 UUPA). 
3. Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah 
(pertanian) untuk mengerjakan atau 
mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif 
dengan mencegah cara-cara pemerasan (Pasal 
10 UUPA). 
4. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 
hukum antara orang-orang dengan tanah; 
Termasuk dalam wewenang ini, adalah: 
1. Menentukan hak atas tanah yang dapat diberikan 
kepada warga Negara Indonesia baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, 
atau kepada badan hukum. Demikian juga hak 
atas tanah yang dapat diberikan kepada warga 
Negara asing (Pasal 16 UUPA). 
2. Menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan 
jumlah bidang dan luas tanah yang dapat dimiliki 
atau dikuasai oleh seseorang atau badan 
hukum(Pasal 7 jo. Pasal 17 UUPA). 
b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 
hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan 
hukum yang mengenai tanah. 
Termasuk dalam wewenang ini, adalah: 
                                                          
27  Urip Santoso,Op.cit, hlm. 77 
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1. Mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah 
diseluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 19 
UUPA jo. PP No.24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah); 
2. Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah; 
3. Mengatur penyelesaiaan sengketa-sengketa 
pertanahan baik yang bersifat perdata maupun 
tata usaha negara, dengan mengutamakan cara 
musyawarah untuk mencapai kesepakatan. 
 
c. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 
Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan 
kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan 
dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. 
Pengaturan tentang hak ulayat ini diatur dalam pasal 3 UUPA 
yang berbunyi:28 
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 
dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa 
dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang 
menurut kenyataannya masih ada,harus sedemikian rupa 
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan 
Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak 
boleh bertentangan dengan undang-undang dan 
peraturan-peraturan yang lebih tinggi. 
 
Hak ulayat adalah nama yang diberikan oleh para ahli 
hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret 
antara masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah 
dalam wilayahnya, yang disebut hak ulayat. Dalam 
perpustakaan hukum adat yang berbahasa belanda, mengikuti 
penamaannya oleh van Vollenhoven, lembaganya disebut 
beschikkingsrecht. Hak ulayat adalah kewenangan yang 
menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat 
                                                          
28 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Bab I, 
Pasal 3 
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atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, 
dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk 
mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah 
dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.29 
Menurut Boedi Harsono, Hak Ulayat masyarakat hukum 
adat ini dinyatakan masih ada apabila memenuhi 3 unsur, 
yaitu:30 
a) Masih adanya suatu kelompok orang-orang yang 
merupakan warga suatu suatu masyarakat hukum adat 
tertentu; 
b) Masih adanya tanah yang merupakan wilayah 
masyarakat hukum adat tersebut, yang disadari sebagai 
kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat 
itu sebagai “lebens-raum”-nya. Selain itu, eksistensi hak 
ulayat masyarakat yang bersangkutan juga dikethui dari 
kenyataan, masih adanya. 
c) Kepala adat dan para tetuah adat yang pada 
kenyataannya dan diakui oleh para warganya, 
melakukan kegiatan sehari-hari, sebagai pengemban 
tugas kewenangan masyarakat hukum adatnya, 
pengelola, mengatur peruntukan, penguasaan dan 
penggunaan tanah bersama tersebut. 
 
Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (2) Permen 
Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999, hak ulayat masih ada 
apabila:31 
a) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa 
terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga 
bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang 
mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan 
persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari; 
                                                          
29 Wikipedia, Tanah Ulayat, Https://id.wikipedia.org/wiki/tanah_Ulayat, diakses pada 
tanggal 10 november 2015, jam 19.56 WITA 
30 Boedi Harsono, Op.cit, hlm.192 
31 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanah Nasional nomor 5 tahun 
1999 tentang Pedoman  Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, 
pasal 2 ayat (2) 
23 
b) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi 
lingkungan hidup para warga persekutuan hukum 
tersebut dan tempatnya mengambil keperluan 
hidupnya sehari-hari; dan 
c) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pegurusan, 
penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang 
berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan 
hukum tersebut. 
 
Dalam pasal 3 UUPA juga dijelaskan tentang pengakuan 
mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat 
bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih 
ada sepanjang menurut kenyataannya masih ada, artinya bila 
dalam kenyataannya tidak ada , maka hak ulayat itu tidak 
akan dihidupkan lagi, dan tidak akan diciptakan hak ulayat 
baru. 
Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum 
adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu 
masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah 
yang terletak dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum 
adat tersebut. 
d. Hak perseorangan Atas tanah,  
Hak perseorang atas tanah merupakan hak penguasaan 
atas tanah yang memberikan kewenangan yang bersifat 
umum yaitu kewenangan di bidang perdata dalam 
penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan jenis-jenis 
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hak atas tanah yang di berikan.32 Adapun yang yang termasuk 
dalam Hak Peseorangan Atas Tanah Meliputi: 
a) Hak-hak Atas Tanah 
Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak-hak 
perseorangan atas tanah. Hak-hak perseorangan atas 
tanah, adalah hak yang memberi wewenang kepada 
pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang 
secara besama-sama, badan hukum) untuk memakai, 
dalam arti menguasai, menggunakan, dan atau 
mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu. 33 
Sedangkan Hak atas tanah sendiri adalah hak yang 
memberikan wewenang untuk memakai tanah yang 
diberikan kepada orang atau badan hukum.34 
Tanah dalam pengertian Yuridis menurut UUPA 
adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah 
adalah hak atas permukaan bumi, yang berbatas, 
berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. 
Dasar Hukum pemberian hak atas tanah kepada 
perseorangan atau badan hukum dimuat dalam pasal 4 
ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari 
Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan 
adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang 
                                                          
32 Stanley Josuhua siagian, Hak Peroranag atas Tanah (singkat), 
www.scribd.com/doc/58568170/Hak-Perorangan-Atas-Tanah-Singkat#cribd, diakses 
pada tanggal 10 November 2015, jam: 20.38 WITA 
33 Urip Santoso, Op.cit, hlm. 82 
34 Arie Sukanti,Op.cit, hlm 29 
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disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai 
oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama 
dengan orang lain serta badan hukum”.35 
Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam pasal 
16 UUPA, pasal 53 UUPA, dan dalam peraturan 
pemerinah (PP) No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, 
LNRI Tahun 1996 No. 58-TLNRI No.3643.36 
Macam-macam hak atas tanah, yaitu Hak milik, Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak 
Sewa untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, Hak 
Memungut Hasil Hutan, Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak 
Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak 
Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. 
b) Wakaf Tanah Milik 
Wakaf tanah hak milik diatur dalam pasal 49 ayat (3) 
UUPA, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah 
yang dimaksudkan disini adalah Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik. 
Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan dengan Peraturan 
Mentri Dalam Negeri (Permendagri) No. 6 Tahun 1977 
                                                          
35 Urip Santoso, Op.cit, hlm. 82 
36Ibid., 
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tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai 
Perwakafan Tanah Milik. 
Menurut pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977, 
yang dimaksud dengan wakaf yaitu:37 
Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau 
badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta 
kekayaannya yang berupa tanah milk dan 
melembagakannya untuk selama-lamanya untuk 
kepentingan peribadatan atau keperluan umum 
lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 
 
Wakaf tanah Hak milik adalah Hak Penguasaan Atas 
Tanah bekas Tanah Hak Milik, yang oleh pemiliknya 
(seorang atau badan hukum) dipisahkan dari harta 
kekayaannya dan melembagakannya untuk selama-
lamanya guna kepentingan Peribadatan atau keperluan 
umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam. 
c) Hak Tanggungan  
Hak tanggungan merupakan satu-satunya hak jaminan 
atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional. Hak 
Tanggungan menurut UUPA dapat dibebankan kepada 
Hak Milik (Pasal 25), Hak Guna Usaha (Pasal 33), dan 
Hak Guna Bangunan (Pasal 39). Menurut Pasal 51 
UUPA, Hak Tanggungan lebih lanjut diatur dengan 
undang-undang. Undang-undang yang dimaksudkan 
disini adalah Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1996 
                                                          
37Ibid., hlm. 83 
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tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
benda yang Berkaitan Dengan Tanah. 
Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1996, 
yang dimaksudkan dengan Hak Tanggunan adalah:38 
hak jaminan yang dibebankn pada hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang no. 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, 
berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk 
pelunasan utang tertentu, yang memberikan 
kedudukan yang diutamakan kepada kreditor-
kreditor lain. 
 
d) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 
Secara Implisit Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 
diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu:39 
Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang 
dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut 
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai 
oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang-orang lain serta 
badan-badan hukum. 
 
Artinya, hak atas tanah dapat diberikan kepada 
sekelompok orang secara bersama-sama dengan orang 
lain. Pada Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, bidang 
tanah yang diatasnya berdiri rumah susun, hak atas 
tanahnya dimiliki atau dikuasai secara bersama-sama 
oleh seluruh pemilik satuan rumah susun. Hak atas tanah 
yang dapat dimiliki atau dikuasai secara bersama-sama 
                                                          
38Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Bab I, Pasal 1 ayat (1) 
39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Bab I, Pasal 4 
ayat (1) 
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oleh seluruh pemilik satuan rumah susun dapat berupa 
Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas 
tanah negara. 
Ketentuan Rumah Susun Diatur dalam Undang-
undang (UU) No. 16 tahun 1985 Tentang Rumah Susun, 
LNRI Tahun 1985 No. 75-TLNRI No. 3318. Undang-
undang ini dilaksanakan dengan peraturan pemerintah 
(PP) No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, LNRI 
Tahun 1988 No. 7-TLNRI No. 3372. 
Rumah susun sendiri dalam pasal 1 angka 1 UU 
No. 16 Tahun 1985, dijelaskan bahwa rumah susun 
adalah:40 
bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam 
suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian 
yang distrukturkan secara fungsional dalam arah 
horizontal maupiun vertikal  dan merupakan satuan-
satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan 
digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat 
hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, 
dan tanah bersama. 
 
2. Ruang Lingkup Hak Atas Tanah 
Dasar Hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam 
pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu: 41 
“Atas dasar hak menguasai dari Negara atas tanah sebagai 
yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, 
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-
orang lain serta badan-badan hukum”. 
                                                          
40 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun, Bab I, pasal 1 ayat (1) 
41 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Bab I, 
Pasal 4 ayat (1) 
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Menurut Soedikno Merto Kusumo, wewenang yang 
dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya 
dibagi menjadi 2, yaitu:42 
a. Wewenang Umum 
Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak 
atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan 
tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang 
yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk 
kepentingan yang langsung berhubungan dengan 
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA 
dan peraturan-peraturan hokum lain yang lebih tinggi 
(Pasal 4 ayat (2) UUPA). 
b. Wewenang Khusus  
Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak 
atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan 
tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, 
misalnya wewenang pada tanah hak milik adalah dapat 
untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan 
bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan 
adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan 
mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya, 
wewenang pada tanah hak guna usaha adalah 
menggunakan tanah hanya untuk kepentingan 
perusahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, 
atau perkebunan. 
 
hak atas tanah juga dimuat dalam pasal 16 Pasal 53 UUPA, 
yang dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu: 
a) Hak atas tanah yang bersifat tetap Yaitu hak-hak atas 
tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku 
atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. 
b) Hak atas tanah yang ditetapkan dengan undang-
undang yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, 
yang akan ditetapkan dengan Undang-undang. 
                                                          
42 Urip Santoso, Op.cit, hlm.87  
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c) Hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu hak atas 
tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat 
akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat 
pemerasan, mengandung sifat feudal, dan 
bertentangan dengan jiwa UUPA. 
Dari segi asal tanahnya, hak atas tanah ini dibedakan 
menjadi 2 kelompok, yaitu: 
1. Hak atas tanah yang bersifat primer 
Hak atas tanah yang bersifat primer yaitu, hak-hak atas 
tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh 
seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu yang 
lama dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau 
ahli warisnya. Adapun yang termasuk dalam Hak Atas Tanah 
ini adalah:43 
a) Hak Milik 
Hak milik menurut pasal 20 ayat (1) UUPA adalah 
hak turun temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat 
dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan 
dalam pasal 6.44 Turun temurun artinya Hak milik atas 
tanah dapat berlangsung selama pemiliknya masih hidup 
dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya 
dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang 
memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat, 
                                                          
43 Ibid,hlm.90 
44 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan pokok agrarian, Bab II, Pasal 20 ayat 
(1) 
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artinya Hak Milik atas Tanah lebih kuat bila dibandingkan 
dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas 
waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan 
pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya, 
Hak milik atas tanah memberi wewenang kepada 
pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak 
atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas 
tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang 
lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila 
dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Hak milik 
atas tanah hanya bisa dimiliki oleh perseorangan warga 
Negara Indonesia dan badan-badan hukum yang 
ditunjuk oleh pemerintah. 
 
b) Hak Guna Usaha 
Hak Guna Usaha  (HGU) disebutkan dalam pasal 16 
ayat (1) huruf b UUPA. Secara khusus diatur dalam 
pasal 28 sampai dengan pasal 34 UUPA. Adapun yang 
dimaksud dengan Hak Guna Usaha menurut pasal 28 
ayat (1) UUPA, yaitu:45 
hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara, dalam jangka waktu 
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 29, guna 
perusahaan pertanian, perikanan, peternakan. 
 
                                                          
45 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Bab IV, Pasal 28 ayat (1)  
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Luas tanah HGU adalah untuk perseorangan 
minimal 5 hektar dan luas maksimalnya 25 hektar. 
Sedangkan untuk badan hukum luas minimal 5 hektar 
dan luas maksimalnya ditentukan oleh BPN dalam Pasal 
28 ayat (2) UUPA jo. Pasal 5 PP No. 40 Tahun 1996. 
c) Hak Guna Bangunan 
Menurut Kartini Muljadi Hak guna Bangunan adalah 
hak yang di berikan oleh Negara kepada perusahaan 
pertanian, perikanan, atau perusahaan peternakan untuk 
melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. 46 
Sedangkan etentuan Hak Guna Bangunan (HGB) 
disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) huruf c UUPA. Secara 
khusus diatur dalam pasal 35 sampai dengan Pasal 40 
UUPA. Berdasarkan pasal 35 UUPA memberikan 
pengertian Hak Guna Bangunan, yaitu47 
hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan 
atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan 
jangka waktu paling lama 30 tahun.  
 
Jangka waktu tersebut dalam pasal 1 diatas dapat 
diper panjang menurut pasal 1 ayat (2) UUPA yaitu 
paling lama 20 tahun. 
d) Hak Pakai 
Ketentuan mengenai Hak Pakai (HP) disebutkan 
dalam pasal 16 ayat (1) huruf d UUPA. Secara khusus 
                                                          
46 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014, Hak-Hak atas Tanah, Kencana, Jakarta, hlm. 150 
47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Bab V, Pasal 35 ayat (1) 
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diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 43 UUPA. 
Menurut pasal 41 ayat (1) UUPA, yang dimaksud dengan 
HP adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut 
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 
atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang 
dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa  atau 
perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan –ketentuan 
UUPA. 
Hak pakai berdasarkan asal tanahnya terbagi 3 
yaitu: 
1) Hak pakai atas tanah Negara  
Hak pakai atas tanah negara diberikan dengan 
keputsan pemberian hak oleh BPN. HP ini terjadi 
sejak keputusan pemberian HP didaftarkan kepada 
kepala Kantor Pertanahan kabupaten/Kota setempat 
untuk dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan 
sertifikat sebagai tanda bukti. 
2) Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelolaan  
Hak Pakai ini di berikan dengan keputusan 
pemberian hak oleh Badan Pertanahan Nasional 
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berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan. HP 
ini terjadi sejak keputusan pemberian HP didaftarkan 
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 
setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan 
diterbitkan sertifikat sebagai tanda Bukti. 
3) Hak pakai atas Tanah Hak Milik 
HP ini terjadi dengan pemberia tanah oleh pemilik 
tanah dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Akta 
PPAT ini wajib didaftarkan kekantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam Buku 
Tanah.  
2. Hak atas Tanah yang bersifat sekunder 
Hak-Hak atas tanah yang bersifat Sekunder, yaitu hak-
hak atas tanah yang diberikan oleh pemilik tanah dan 
bersumber secara tidak langsung pada hak bangsa 
Indonesia atas tanah. Hak atas tanah sekunder disebut pula 
hak baru yang diberikan diatas tanah hak milik dan selalu 
diperjanjikan antara pemilik tanah dan pemegang hak baru 
dan akan berlangsung selama jangka waktu tertentu.48 Jadi 
hak atas tanah ini bersifat sementara. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan dalam pasal 53 UUPA yang mengatur mengenai 
hak-hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu: 
a. Hak Gadai (Gadai Tanah) 
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Dalam UUPA tidak ada pengertian yang 
memebahas secara spesifik menyangkut gadai (Gadai 
Tanah). Tapi ada beberapa ahli yang mengemukakan 
defenisi gadai salah satunya adalah Boedi Harsono 
menurutnya yang di maksud dengan Gadai adalah:49 
Hubungan hukum antara seseorang dengan tanah 
kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang 
gadai dari padanya. Selama uang gadai belum di 
kembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh 
“pemegang gadai”. Selama itu hasil tanah 
seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. 
Pengembalian uang gadai atau yang lazim di sebut 
“penebusan”, tergantung pada kemauan dan 
kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan.    
 
Sedangkan Menurut Urip Santoso Hak Gadai 
(Gadai Tanah) adalah:50 
penyerahan sebidang tanah milik seseorang 
kepada orang lain untuk sementara waktu yang 
sekaligus diikuti dengan pembayaran sejumlah 
uang oleh pihak lain secara tunai sebagai uang 
gadai dengan ketentuan bahwa pemilik tanah baru 
memperoleh tanahnya kembali apabila melakukan 
penebusan dengan sejumlah uang yang sama. 
 
Dalam Hak Gadai (Gadai Tanah) terdapat dua 
pihak, yaitu pihak pemilik tanah pertanian disebut 
pemberi gadai dan pihak yang menyerahkan uang 
kepada pemberi adai disebut penerima (pemegang) 
gadai. Pada umumnya, pemberi gadai berasal dari 
golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, 
                                                          
49 Boedi Harsono, Op.cit, hlm 391 
50 Urip Santoso, Op.cit, hlm.130 
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sebaliknya penerima (pemegang) gadai berasal dari 
golongan masyarakat yang mampu (kaya). 
Hak Gadai (Gadai Tanah) pertanian bagi 
masyarakat Indonesia khususnya petani bukanlah hal 
yang baru. Semula lembaga ini diatur/tunduk pada 
hukum adat tentang tanah dan pada umumnya dibuat 
tidak tertulis. Kenyataanya ini selaras dengan sistem dan 
cara berpikir hukum adat yang sifatnya sangat 
sederhana. Hak Gadai (Gadai Tanah) dalam Hukum 
Adat harus dilakukan di hadapan kepala desa/kepala 
adat selaku kepala masyarakat. Hukum Adat mempunyai 
wewenang untuk menentukan dan mengatur perbuatan-
perbuatan hukum mengenai tanah yang yang terjadi 
dalam lingkungan wilayah kekuasaannya. Dalam 
praktiknya, Hak Gadai (Gadai tanah) pada umumnya 
dilakukan tanpa sepengetahuan kepala desa/kepala 
adat. Hak Gadai (Gadai Tanah) hanya dilakukan oleh 
pemilik tanah dan pihak yang memberikan uang gadai, 
dan dilakukan tidak tertulis. 
Jangka waktu Hak Gadai (gadai Tanah) dalam 
praktiknya dibagi menjadi dua yaitu: 
1. Hak Gadai (Gadai Tanah) yang lamanya tidak 
ditentukan 
2. Gadai Tanah yang lamanya ditentukan 
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Hak Gadai (Gadai Tanah) menurut hukum adat 
mengandung ciri-ciri sebagai berikut: 
1. Hak menebus tidak mungkin kedaluwarsa. 
2. Pemegang gadai selalu berhak untuk mengulang 
gadaikan tanahanya. 
3. Pemegang gadai tidak boleh menuntut supaya 
tanahnya segera ditebus. 
4. Tanah yang digadaikan tidak bisa secara otomatis 
menjadi pemegang gadai bila tidak ditebus. 
b. Hak Bagi Hasil 
Pasal 53 UUPA tidak memberikan pengertian apa yang 
dimaksud dengan Hak Usaha Bagi Hasil (Peranjian Bagi 
Hasil). Boedi Harsono menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan Hak Usaha Bagi Hasil adalah hak 
seseorang atau badan hokum (yang disebut penggarap) 
untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah 
kepunyaan pihak lain (yang disebut pemilik) dengan 
perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua bela 
pihak menurut imbangan yang telah disetujui 
sebelumnya. 
Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil) pada 
mulanya tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum adat. 
Hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pemilik 
tanah maupun penggarap ditetapkan atas dasar 
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kesepakatan berdua, dan tidak pernah diatur secara 
tertulis. Besarnya bagian yang menjadi hak masing-
masing pihak pun tidak ada keseragaman antara daerah 
yang satu dengan daerah yang lain. Hubungan antara 
pemilik tanah dengan penggarap itu semata-mata atas 
dasar saling percaya. Dalam perjanjian bagi hasil it tidak 
diperlukan saksi ataupun ketentuan-ketentuan yang 
mengatur bagaimana bila terjadi wanprestasi oleh 
masing-masing pihak. 
Sifat-sifat dan ciri-ciri Hak Usaha Bagi Hasil 
(Perjanjian Bagi Hasil), adalah :51 
1. Perjanjian bagi hasil jangka waktunya terbatas; 
2. Perjanjian bagi hasil tidak dapat dialihkan kepada 
pihak lain tanpa izin pemilik tanahnya; 
3. Perjanjian bagi hasil tidak hapus dengan 
berpindahnya hak milik atas tanah yang 
bersangkutan kepada pihak lain; 
4. Perjanjan bagi hasil juga tidak hapus jika 
penggarap meninggal dunia, tetapi hak itu hapus 
jika pemilik tanahnya meninggal dunia; 
5. Perjanjian bagi hasil didaftar menurut peraturan 
khusus (di Kantor Kepala Desa); 
6. Sebagai lembaga, perjanjian bagi hasil ini pada 
waktunya akan dihapus. 
 
Semula menurut Hukum Adat, jangka waktu Hak 
Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil) hanya berlaku 
satu tahun dan dapat diperpanjang, akan tetapi 
perpanjangan jangka waktunya tergantung pada 
kesediaan pemilik tanah, sehingga bagi penggarap tidak 
                                                          
51Ibid.,hlm.141 
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ada jaminan untuk dapat menggarap dalam waktu yang 
layak. Keadaan ini menjadi penyebab penggarap 
bersedia menerima syarat-syarat penggarapan yang 
berat, tidak adil, dan mengandung sifat-sifat pemerasan. 
Tapi dalam UU No.2 Tahun 1960 pasal 4-6 dijelaskan 
mengenai jangka waktu pejanjian bagi hasil, yaitu:52 
Pasal 4 
1) Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang 
dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut 
pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi 
sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 
(tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun. 
2) Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan 
lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh 
Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian 
bagi-hasil dengan jangka waktu yang kurang dari 
apa yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi 
tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh 
yang mempunyainya. 
3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil 
diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat 
tanaman yang belum dapat dipanen, maka 
perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu 
tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan 
waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun. 
4) Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang 
bersangkutan itu sawah atau tanah-kering, maka 
Kepala Desalah yang memutuskan. 
Pasal 5. 
1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan 
dalam pasal 6, maka perjanjian bagi-hasil tidak 
terputus karena pemindahan hak milik atas tanah 
yang bersangkutan kepada orang lain. 
2) Didalam hal termaksud dalam ayat 1 diatas 
semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan 
perjanjian bagi-hasil itu beralih kepada pemilik 
baru. 
                                                          
52 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil, Bab IV pasal 4-6 
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3) Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian 
bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, 
dengan hak dan kewajiban yang sama. 
Pasal 6. 
1) Pemutusan perjanjian bagi-hasil sebelum 
berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud 
dalam pasal 4 ayat 1 hanya mungkin dalam hal-
hal dan menurut ketentuan-ketentuan dibawah 
ini : 
a. atas persetujuan kedua belah pihak yang 
bersangkutan dan setelah mereka laporkan 
kepada Kepala Desa; 
b. dengan izin Kepala Desa atas tuntutan 
pemilik, didalam hal penggarap tidak 
mengusahakan tanah yang bersangkutan 
sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi 
kewajibannya untuk menyerahkan sebagian 
dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada 
pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan 
yang menjadi tanggungannya yang 
ditegaskan didalam surat perjanjian tersebut 
pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik 
menyerahkan penguasaan tanah yang 
bersangkutan kepada orang lain. 
2) Kepala Desa memberi izin pemutusan perjanjian 
bagi-hasil yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini 
dengan memperhatikan pertimbangan-
pertimbangan kedua belah pihak, setelah 
usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan 
mereka itu tidak berhasil. 
3) Didalam hal tersebut pada ayat 2 pasal ini 
Kepala Desa menentukan pula akibat daripada 
pemutusan itu. 
4) Jika pemilik dan/atau penggarap tidak 
menyetujui keputusan Kepala Desa untuk 
mengijinkan diputuskannya, perjanjian sebagai 
yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan/atau 
mengenai apa yang dimaksud dalam ayat 3 
diatas, maka soalnya dapat diajukan kepada 
camat untuk mendapat keputusan yang mengikat 
kedua belah fihak. 
5) Camat melaporkan secara berkala kepada 
Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II 
semua keputusan yang diambilnya menurut ayat 
4 pasal ini. 
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Faktor-faktor yang menjadi penyebab hapusnya 
perjanjian bagi hasil, adalah: 
1. Jangka waktunya berakhir. 
2. Atas persetujan kedua bela pihak, perjanjian bagi 
hasil diakhiri. 
3. Pemilik tanah meninggal dunia. 
4. Adanya pelanggaran oleh penggarap terhadap 
larangan dalam perjanjian bagi hasil. 
5. Tanahnya musnah. 
c. Hak Menumpang 
UUPA tidak memberikan pengertian apa yang 
dimaksud dengan Hak Menumpang. Boedi Harsono 
memberikan pengertian Hak Menumpang yaitu, hak 
yang memberi wewenang kepada seseorang untuk 
mendirikan dan menempati rumah di atas tanah 
pekarangan milik orang lain. Di atas tanah itu mungkin 
sudah ada rumah lain kepunyaan pemilik tanah, tetapi 
mungkin juga tanah itu merupakan tanah pekarangan 
yang semula masih kosong. 
Sifat-sifat dan ciri-ciri Hak Menumpang, adalah 
sebagai berikut: 
1 Tidak mempunyai jangka waktu yang pasti karena 
sewaktu-waktu dapat dihentikan. 
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2 Hubungan hukumnya lemah, yaitu sewaktu-waktu 
dapat diputuskan oleh pemilik tanah tersebut. 
3 Pemegang Hak Menumpang tidak wajib membayar 
sesuatu (uang sewa) kepada pemilik tanah. 
4 Hanya terjadi pada tanah pekarangan (tanah untuk 
bangunan) 
5 Tidak wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan. 
6 Bersifat turun-temurun, artinya dapat dilanjutkan 
oleh ahli warisnya. 
7 Tidak dapat dialihkan kepada pihak lain yang bukan 
ahli warisnya. 
Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab 
hapusnya Hak Menumpang adalah sebagai berikut: 
1. Pemilik tanah sewaktu-waktu dapat mengakhiri 
hubungan hukum antara pemegang Hak 
Menumpang dengan tanah yang bersangkutan. 
2. Hak Milik atas tanah yang bersangkutan dicabut 
untuk kepentingan umum. 
3. Pemegang Hak Menumang melepaskan secara 
sukarela Hak Menumpang. 
4. Tanahnya musnah. 
d. Hak Sewa Tanah Pertanian 
Hak sewa tanah pertanian adalah suatu perbuatan 
hukum dalam bentuk penyerahan penguasaan tanah 
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pertanian oleh pemilik tanah pertanian kepada pihak lain 
(penyewa) dalam jangka waktu tertentu dan sejumlah 
uang sebagai sewa yang ditetapkan atas dasar 
kesepakatan kedua belah pihak. 
Hak Sewa Tanah Pertanian ini akan hapus jika: 
1. Jangka waktu berakhir; 
2. Hak Sewa dialihkan kepada pihak lain tanpa 
persetujuan dari pemilk tanah kecuali hal itu 
diperkenankan oleh pemilik tanah; 
3. Hak sewanya diserahkan scara sukarela oleh 
penyewa; 
4. Hak atas tanah tersebut dicabut untuk kepentingan 
umum; 
5. Tanahnya musnah. 
C. Pengertian Pesisir dan Pengaturannya 
1. Pengertian Wilayah Pesisir 
Secara umum, Wilayah Pesisir adalah suatu wilayah 
peralihan antara daratan dan lautan. Jika ditinjau dari garis pantai, 
maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas, yaitu batas 
yang sejajar garis pantai dan batas yang tegak lurus terhadap 
garis pantai. Untuk keperluan pengelolaan, penetapan batas-batas 
wilayah pesisir yang sejajar dengan garis pantai relatif mudah, 
misalnya batas wilayah pesisir antara Sungai Brantas dan Sungai 
Bengawan Solo, atau batas wilayah pesisir Kabupaten Kupang 
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adalah antara Tanjung Nasikonis dan Pulau Sabu, dan batas 
wilayah Pesisir DKI Jakarta adalah antara Sungai Darap disebelah 
Barat dan Tanjung Karawang di sebelah timur.  
Akan tetapi penetapan batas-batas suatu wilayah pesisir yang 
tegak lurus terhadap garis pantai, sejauh ini belum ada kesepakatan. 
Dengan kata lain, batas suatu wilayah pesisir berbeda dari satu 
negara dengan ke negara lain. Hal ini di sebabkan karena setiap 
negara memiliki karakteristik lingkungan, sumber daya dan sistem 
pemerintahan tersendiri.53 
Menurut Soegiarto wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia 
adalah:54 
Daerah pertemuan antara daratan dan laut; kearah darat wilayah 
pesisir meliputi arah daratan, baik kering maupun terendam air, 
yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, 
angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan kearah laut 
wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi 
oleh proses-proses alami yang terjadi didarat seperti sedientasi 
dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan 
manusia di darat seperti penggundulan hutan da pencemaran. 
 
Menurut kesepakatan internasional, wilayah pesisir didefinisikan 
sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, kearah darat 
mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau 
pasang surut, dan kearah laut meliputi daerah paparan benua.  
Berdasarkan  UU No. 1 tahun 2014 tantang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, wilayah pesisir dan perairan adalah:55 
                                                          
53 Rokhmin Dahuri, Dkk, 2001, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara 
Terpadu, Pradya Paramita Jakarta, hlm. 6 
54Ibid., hlm. 8 
55Undang-undang No. 1 tahun 2014 tantang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil, Bab I, pasal 1 ayat (2) dan ayat (2) 
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Daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang 
dipengaruhi oleh perubahan didarat dan laut. Sedangkan 
perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan 
meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, 
perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuary, 
teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna  
 
Dalam Rapat Kerja Nasional Proyek MREP (Marine Resource 
Evalution and Planning atau Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya 
Kelautan), ditetapkan bahwa batas kearah laut suatu wilayah pesisir 
adalah sesuai dengan batas laut yang terdapat dalam Peta 
Lingkungan Pantai Indonesia (PLPI) dengan skala 1:50.000 yang 
diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. 
Sedangkan batas kearah darat adalah mencakup batas administrasi 
seluruh desa pantai (sesuai dengan ketentuan Direktorat Jendral 
Pemerintahan Umum dan Otonomi Darah, Departemen Dalam Negeri) 
yang termasuk kedalam wilayah Pesisir MREP.56 
Wilayah pesisir Indonesia yang kaya dan beragam sumber daya 
alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah 
satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani, sejak 
berabad-abad lamanya. Selain menyediakan berbagai sumber daya 
tersebut, wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai fungsi lain, 
seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan 
agroindustri, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan permukiman dan 
tempat pembuangan limbah. Karena semakin meningkatnya tingkat 
pemanfaatan wilayah pesisir ini sehingga sangat perlu adanya suatu 
pengaturan langsung dari pemerintah.    
                                                          
56Rokhmin Dahuri, Dkk , Op.cit.hlm.10 
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2. Pengaturan Wilayah Pesisir 
Secara formal, kewenangan pemerintah untuk mengatur 
bidang agraria, mengakar dari pasal 33 ayat (3) Undang-undang 
Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk 
dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian 
ditunaskan secarah kokoh dalam Undang_undang Pokok Agraria 
nomor 5 tahun 1960. Selanjutnya merambat keberbagai peraturan 
organik dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan 
presiden,peraturan presiden, dan peraturan yang diterbitkan oleh 
pimpinan instansi teknis sesuai bidangnya masing-masing. 
Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) bahwa 
perkataan “dikuasai” oleh Negara dalam pasal tersebut bukanlah 
“dimiliki”, akan tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada 
negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, 
untuk pada tingkatan tertinggi adapun kewenangan yang 
dimaksud yaitu:57 
1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; 
2. Menentukan dan mengatur Hubungan-Hubungan Hukum 
antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; 
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 
 
Untuk kewenang pemerintah daerah dijelaskan dalam 
Undang-undang Pemerintah Daerah No.23 Tahun 2014 yang 
memberikan kewenangan yang lebih jelas kepada pemerintah 
                                                          
57 Farida Patittingi, Op.cit. hlm 3. 
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daerah. Adapun yang menjadi kewenangan daerah dijelaskan 
dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ini, yaitu terdiri atas 
urusan pemerintahan wajib dan pemerintahan pilihan. Urusan 
pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan 
dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak 
berkaitan dengan pelayanan dasar.  
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 
pelayanan dasar sebagaimana yang di maksud dalam pasal 11 
ayat (2) Undang-Undang no. 23 tahun 2014 yaitu: pendidikan, 
kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan 
rakyat dan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan 
perlindungan masyarakat, dan sosial.  
Urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan 
dasar dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) meliputi : Tenaga kerja, 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, 
pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, 
komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, 
peneneman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, 
persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. 
Sedangkan urusan pemerintah pilihan dijelaskan dalam pasal 2 
ayat 3, yaitu: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, 
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kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, 
perindustrian, dan transmigrasi.  
Pembagian kewenangan mengenai tanggung jawab dibidang 
kelautan di jelaskan Pasal 14 ayat (1) yaitu :Penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi 
dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan 
daerah provinsi. Diperjelas mengenai tanggung jawa pemerintah 
daerah kabupatn/kota pada Pasal 1 ayat (6) dan (7) yaitu: 
Penentuan daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan 
bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas 
wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai kearah laut lepas. 
Ayat  (7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas 
wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip 
garis tengah dari daerah yang berbatasan. 
Dari uraian diatas, masalah kelautan merupakan 
kewenangan pemerintah yang bersifat pilihan Dan dibagi atas 3 
kewenangan, yaitu kewenangan pemerintah pusat, kewenangan 
pemerintah daerah provinsi dan kewenangan pemerintah 
kabupaten/kota. wilayah perairan laut diluar kewenangan propinsi, 
sampai dengan wilayah perairan ZEE dikontrol oleh pemerintah 
pusat.     
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D. Masyarakat Bajo 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat adalah 
adalah sejumlah manusia dalam arti seluas luasnya dan terikat oleh 
suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat juga 
didefenisikan oleh beberapa ahli salah satunya yaitu Koetjaraningrat. 
Masyarakat menurut Koetjaraningrat, ialah kesatuan hidup 
manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu 
yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas 
bersama. Kesatuan hidup manusia yang disebut masyarakat berupa 
kelompok, golongan, komunitas, kesatuan suku bangsa (ethnic group) 
atau masyarakat negara bangsa (nation state). Interaksi yang kontinyu 
ialah hubungan pergaulan dan kerja sama antar anggota kelompok 
atau golongan, hubungan antar warga dari komunitas, hubungan antar 
warga dari satu suku bangsa. Adat istiadat dan identitas ialah 
kebudayaan masyarakat itu sendiri.58 
Konsep kelompok dicontohkan pada kelompok kekerabatan 
(keluarga inti, keluarga luas, keluarga persepupuan, marga, dan lain-
lain), kelompok kerja produktif (nelayan, petani, pedagang, olahraga), 
dan lain-lain. Konsep golongan dicontohkan antara lain pada golongan 
pemuda, golongan negarawan, dan seniman/budayawan. 
Konsep komunitas mengacu pada kesatuan hidup manusia yang 
menempat suatu wilayah yang nyata dan berinteraksi menurut suatu 
sistem adat istiadat serta yang terkait dengan suatu rasa identitas 
                                                          
58  Amran Saru, dkk, Op.cit., hlm. 85 
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komunitas. 59  seperti komunitas komunitas petani, nelayan, dan 
komunitas masyarakat kota yang hidup dari berbagai sektor ekonomi 
jasa, industri, perdagangan baik formal, maupun informal. Akhir-akhir 
ini juga sudah sering digunakan konsep komunitas akademisi, 
komunitas agama, dan lain-lain, komponen ruang tidak menjadi 
prasyarat lagi bagi konsep komunitas tersebut. Menurut Abdul Hafid 
konsep suku bangsa yaitu:60 
Konsep suku bangsa  mengacu pada kesatuan hidup manusia 
yang memiliki dan dicirikan  dengan sadar akan kesamaan 
budaya (sistem-sistem pengetahuan, bahasa, organisasi sosial, 
pola ekonomi, teknologi, seni, kepercayaan). Contoh dari 
kesatuan hidup manusia yang di sebut suku bangsa seperti 
seperti Suku Bangsa-Jawa, Sunda, Minangkabau, Batak, Aceh, 
Bali, Dayak, Bugis Makassar, Minahasa, Ambon, Asmat, dan 
lain-lain. Di Indonesia, menurut macam bahasa yang diucapkan, 
terdapat kurang lebih 600 suku bangsa.  
 
Dari setiap suku tersebut memiliki keunikan bahasa tersendiri, 
salah satunya yaitu bahasa suku yang sangat akrab dengan laut yang 
kita kenal dengan nama Suku Bajo atau Suku Pengembara Laut. Suku 
ini menggunakan bahasa yang menjadi  ciri khasnya  yang menjadi 
benteng pembeda antara Suku Bajo dan bukan Suku Bajo, bahasa ini 
disebut dengang boang sama. Saat mereka berada diantara 
sesamanya, mereka akan menggunakan bahasanya yang 
menunjukkan kelompok mereka.  
Bukan hanya dari segi bahasa, suku ini memang tergolong suku 
yang sangat unik. Sejarah telah mencatat bahwa nenek moyang 
mereka merupakan suku pengembara laut yang tidak dapat 
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dipisahkan dengan laut. Karena kedekatannya pada laut, laut sudah 
merupakan bagian integral dalam kehidupan orang Bajo. Sehingga 
bagi mereka laut adalah segalanya.  
suku ini pada awalnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, 
mereka hanya tinggal diatas perahu/bidok dan mengembara 
mengarungi lautan. Kemudian seiring berjalannya waktu, mereka 
mulai mengembangkan tempat tinggalnya yang di sebut kampoh 
(tempat tinggal tetap). Dari kampoh ini kemudian mereka membangun 
babarok dipantai pasang surut, dan mulai bertempat tinggal dalam 
waktu lama. Mereka tinggal di babarok ini untuk istirahat dan 
mengolah hasil laut. Setelah merasa nyaman tinggal ditempat 
tersebut, mereka mengembangkan huniannya menjadi papondok. 
Papondok ini memiliki ukuran yang cukup besar dari pada babarok. 
Karena lama tinggal diaerah tersebut, Permukiman suku Bajo ini pun 
mulai mendapatkan pengaruh dari lingkungan sekitar salah satunya 
yaitu tempat tinggalnya. Sehinggal lama-kelamaan papondok inipun 
berubah menjadi rumah, layaknya hunian masyarakat yang ada di 
darat. 
Masyarakat Bajo merupakan masyarakat yang dinamis dan 
mudah beradaptasi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan 
keterbukaan mereka dengan lingkungan sekitar seperti mengubah 
bentuk hunian sebagaimana yang telah dijelaskan. 
Meski sekarang suku ini sudah memiliki tempat tinggal tetap, 
Tapi sebagai Suku Pengembara Laut, kehiduan sehari-hari 
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Masyarakat Bajo selalu bersentuhan dengan laut, bahkan tempat 
tinggal mereka tetap tidak terpisahkan dengan laut. Mereka tetap 
mempertahankan ciri khas nenek moyang mereka dengan bermukim 
dipinggir laut dan membentuk perkampungan pesisir pantai, terutama 
didaerah teluk yang terlindung dari hempasan gelombang laut. 
Sebagai salah satu kelompok masyarakat, tentunya Suku Bajo 
ini memiliki pengetahuan tentang alam sekelilingnya dan berkaitan 
dengan kebudayaan yang dimiliki. Dengan demikian, maka setiap 
kebudayaan mempunyai himpunan pengetahuan tentang alam, 
tentang segala tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia 
sekitarnya, yang berasal dari pengalaman-pengalaman mereka lalu di 
abstraksikan menjadi konep-konsep, teori-teori dan pendirian-
pendirian. 
Menurut Koentjaraningrat Sistem pengetahuan dalam suatu 
kebudayaan suku bangsa dibagi atas beberapa cabang, yaitu:61 
1. Pengetahuan tentang alam sekitarnya, misalnya Pengetahuan 
tentan musim-musim, gejala-gejala alam, dan proses kejadian-
kejadian alam, 
2. Pengetahuan tentang flora di daerah tempat tinggalnya, 
3. Pengetahuan tentang fauna di daerah tempat tinggalnya, 
4. Pengetahuan tentang zat-zat, bahan mentah, dan benda-benda 
dalam lingkungannya, 
5. Pengetahuan tentang tubuh manusia, 
6. Pengetahuan tentang sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia, 
7. Pengetahuan tentang ruang dan waktu.   
 
Beberapa cabang pengetahuan yang dijelaskan oleh 
Keontjaraningrat tersebut merupakan pengetahuan dasar bagi setiap 
kelompok masyarakat yang tidak dapat diabaikan, khususnya bagi 
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masyarakat yang sangat akrap dengan laut ini, dan merupakan salah 
satu masyarakat yang berkebudayaan maritim.  
Sebagai masyarakat maritim yang menggantungkan hidup dengan 
laut,  tentunya ada pengetahuan lokal tersendiri yang dimiliki oleh 
Suku Bajo ini yang tidak terlepas dari budaya kemaritiman yang telah 
menyatu dalam dirinya. Hal ini diwujudkan dalam sikap dan 
perilakunya dalam berinteraksi dengan laut seperti mengolah, 
memelihara dan memanfaatkan sumber hayati laut yang berdasarkan 
norma-norma dan nilai-nilai budaya yang telah melembaga dan 
dipatuhi serta dipertahankan melalui pengendalian sosial berdasarkan 
sistem pengetahuan yang bersumber dari indigenous knowledge yang 
diwarisi dari generasi kegenerasi.62 
Pengetahuan lokal yang turun temurun dimiliki Masyarakat Bajo ini 
salah satunya yaitu kepercayaan. Menurut Koejaraningrat 
kepercayaan adalah:63 
Bayangan manusia terhadap berbagai perwujudan yang berada 
diluar jangkauan akal dan pikiran diluar jangkauan akal dan pikiran 
manusia. Wujud-wujud tersebut tidak terjangkau oleh kemampuan 
akal dan pikiran sehingga perwujudan tersebut harus dipercaya 
dan diterima sebagai dogma, yang berpangkal kepada keyakinan 
dan kepercayaan. Bayangan dan gambaran tersebut antara lain 
tentang alam gaib yang mencakup sejumlah perwujudan seperti 
dewa-dewa, mahluk halus, roh-roh dan sejumlah perwujudan 
lainnya yang mengandung kesaktian. Termasuk rangkaian dari 
system kepercayaan tersebut adalah bayangan manusia tentang 
kejadiannya serangkaian peristiwa terhadap orang yang sudah 
meninggal dunia dan peristiwa lainya yang terjadi pada alam lain. 
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Sedangkan kepercayaan yang dimaksud dalam lingkungan Suku 
Bajo ini yaitu, adanya makhluk-makhluk gaib dan kekuatan sakti 
(Supranatural) yang konon kabarnya sangat menentukan keselamatan 
diri maupun perolehan rezeki bagi mereka. Berdasarkan informasi 
tersebut diatas jelaslah bahwa Masyarakat Bajo sampai sekarang 
tetap memiliki sistem kepercayaan tradisonal terhadap makhluk-
makhluk gaib maupun kekuatan-kekuatan sakti yang dianggap 
sebagai pemilik sekaligus penjaga lautan dan gugusan karang. 
Sehubungan dengan kepercayaan tersebut masyarakat lokal biasaya 
melakukan upacara selamatan sebelum melaut .selain itu, mereka 
juga memiliki beberapa pantangan yang sampai sekarang masih tetap 
dipertahankan. Adapun beberapa jenis upacara yang lazim digunakan 
yaitu, Maccerak lopi,Maccerak masina Upacara mappasabbi ri nabitta, 
Upacara mappasabbi ri puanna tasik. 
Selain melakukan berbagai upacara, Masyarakat Bajo mengenal 
beberapa pantang yang berkaitan dengan kegiatan melaut antara 
lain:64 
1. Pantang bagi nelayan menyebut nama binatang darat, 
2. Pantang bagi nelayan kentut saat melakukan penangkapan ikan, 
3. Pantang bagi nelayan membuang abu dapur  
4. Pantang menggunakan periuk untuk mengambil air laut. 
5. Pantang banyak Tanya ketika berada di laut. 
 
Dari uraian diatas, sudah sangat jelas bahwa Masyarakat Bajo ini 
merupakan masyarakat masih sangat mempertahankan budaya dari 
nenek moyang mereka. Meski kini sudah mulai mengenal kebiasaan-
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kebiasaan diluar dari kebiasaannya, tapi identitas sebagai suku 




A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Permukiman Masyarakat Bajo yang 
terletak di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, 
Kabupaten Bone.  
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Adapun yang menjadi sasaran penulis dalam pengambilan 
data, yakni Masyarakat Bajo yang bermukim di Kelurahan 
Bajoe. 
2. Sampel 
Adapun yang menjadi sampel Penulis dalam melakukan 
pengambilan data yakni Masyarakat Bajo yang memiliki 
sertifikat Hak Milik. 
3. Narasumber 
Narasumber dalam penelitian ini yaitu Tokoh Masyarakat 
Lingkungan Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete 
Riattang, Kabupaten Bone. 
4. Informan 
Adapun yang menjadi informan Penulis yaitu:  
1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone,  
2) Dinas Kehutanan Kabupaten Bone,  
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3) Dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Perumahan 
Kabupaten Bone,  
4) Dinas Pertanahan Kabupaten Bone,  
5) Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten 
Bone, dan  
6) Pemerintah Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang 
Timur, Kabupaten Bone. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ilmiah yang 
Penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni :  
1. Data Primer 
a. Wawancara dengan Pihak pihak yang terkait yaitu: 
(1) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Program Dinas 
Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan Kabupaten 
Bone. 
(2) Kepala Seksi Penangkapan  Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Bone, 
(3) Kepala Seksi Hukum Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Bone, 
(4) Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan 
Dinas Kehutanan Kabupaten Bone, 
(5) Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan 
Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, 
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(6) Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bone, 
(7) Sekertaris Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten 
Bone, 
(8) Kepala Kelurahan Bajoe, dan 
(9) Tokoh masyarakat Kelurahan Bajoe 
b. Pengamatan secara langsung wilayah permukiman 
Kelurahan Bajoe, khususnya lingkungan Bajo.  
2. Data Sekunder  
a. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi 
Kec. Tanete Riattang Timur dan Tanete Riattang Barat 
Kabupaten Bone 
b. Database Kelurahan Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur 
Kabupaten Bone Tahun 2014 
c. Data Umum Kec. Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone 
Tahun 2015 
d. Data Nelayan Bajoe di Dinas Kelautan dan Perikanan 
e. SK Mentri Kehutanan no. 434/Menhut-11/2009 tanggal 23 juli 
2009 tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi di 






D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan Data di lakukan sebagai berikut :  
1. Studi Lapangan (Field Research) 
Penulis melakukan wawancara langsung terhadap pemerintah 
daerah dan masyarakat setempat. 
2. Studi Pustaka (Literature Research) 
Penulis mencari sejumlah data yang diperoleh dari buku literatur, 
artikel Hukum, serta perundang-undangan dan sumber-sumber 
lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
  
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selain dari data 
sekunder dan data primer juga akan dikelola secara kualitatif 
terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam permasalahan 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kelurahan Bajoe terletak dalam wilayah administratif Kecamatan 
Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. 
berjarak 0,5 dari pusat pemerintahan kecamatan, 7 km di sebelah 
tenggara pusat pemerintahan kota Administratif, 9 km dari pusat 
ibukota Kabupaten Bone,179 km dari ibukota Provinsi, dan 1179 km 
dari ibukota Negara. Jarak tempuh dari Kelurahan Bajoe ke ibukota 
Kabupaten hanya sekitar 15 menit dengan menggunakan kendaraan 
angkot mikrolet. Kelurahan Bajoe dahulu merupakan Desa Bajoe yang 
dimekarkan pada tahun 1984 menjadi dua bagian yaitu Desa Bajoe 
dan Desa Lonrae. Selanjutnya pada tahun 1999 Desa Bajoe berubah 
menjadi kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut: 
1. Sebalah utara berbatasan dengan Kelurahan Lonrae  
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kading 
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Cellu 
4. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone.65 
Lingkungan alam Kelurahan Bajoe berada di tepi pantai Teluk 
Bone memanjang dari Utara ke Selatan sekitar 3 km, dan merupakan 
kota pelabuhan penyebrangan Kapal Fery dengan rute Bajoe Kolaka 
Sulawesi Tenggara. Di samping itu kapal/perahu nelayan yang 
beraktivitas di perairan Teluk Bone. Pada bagian Timur Bajoe ke arah 
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Selatan terdapat gugusan karang yang jumlahnya mencapai 63 
karang dan termasuk kelompok Sappa (tempat mencari hasil laut) di 
Bajoe. Sedangkan di sebelah Utara Pantai Bajo, di sekitar Belopa 
terdapat 13 buah pulau karang dan di sekitar Kolaka terdapat 4 pulau 
karang sebagai tempat mencari hasil laut bagi Orang Bajo.66 
Kelurahan Bajoe mempunyai luas wilayah 5,58 km yang terbagi 
dalam 6 lingkungan yaitu Appasareng, Rompe, Maccedde, Bajo, Pao 
dan Tengnge. Pada awalnya lingkungan di Kelurahan Bajoe hanya 
ada 4 yaitu Rompe, Appasereng, Pao dan Bajo. Tapi lingkungan 
Rompe yang merupakan lingkungan terluas dimekarkan dan ditambah 
2 lingkungan baru yaitu Tengnge dan Maccedde.67 Luas kelurahan 
Bajoe berdasarkan rincian tiap lingkungan: 
Tabel 1: Luas Kelurahan Bajoe Tiap Lingkungan 




















Sumber: Data kantor Kelurahan Bajoe 2015 
Kelurahan Bajoe terletak pada areal tanah datar dan pesisir 
pantai Teluk Bone yang memanjang dari Utara ke Selatan. Letak 
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geografis Kelurahan Bajoe sebagai salah satu potensi daerah 
Kabupaten Bone dengan pengelolaan sumber daya perikanan dan 
biota laut lainnya. Oleh karena itu, banyak Penduduk Bajoe yang 
bekerja dan menggantungkan hidupnya di laut. Khususnya untuk 
Masyarakat Bajo yang hampir semuanya berprofesi sebagai nelayan. 
Selain itu, banyak juga masyarakat Kelurahan Bajoe yang berprofesi 
yang lain seperti petani, pedagang, buruh/jasa, dan PNS. Mata 
pencarian masyarakat ini bisa dikatakan herogen. Meski begitu, 
dengan letak geografis yang bersentuhan langsung dengan laut, tidak 
dapat dipungkiri bahwa profesi sebagai nelayan merupakan profesi 
yang cukup dominan di Kelurahan Bajoe. 
Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Bone, nelayan di Kelurahan Bajoe dapat dikelompokkan menjadi dua 
bagian yaitu nelayan yang sudah terdaftar dan belum terdaftar. 
Nelayan yang belum terdaftar ini kebanyakan nelayan yang mencari 
ikan masih dengan cara tradisional dan menggunakan alat tangkap 
yang illegal. Selain itu, kebanyakan di antara mereka melakukan 
penangkapan ikan tidak dengan cara berkelompok. Lain halnya 
dengan nelayan yang sudah terdaftar, mereka melakukan 
penangkapan dengan cara berkelompok. Meski mereka melakukan 
penangkapan dengan cara berkelompok sesuai dengan kelompok 
nelayannya, akan tetapi dalam proses pendaftarannya mereka tetap di 
data perorangan, jadi setiap orang memiliki nomor pendaftarannya 
masing-masing. Selain melakukan penangkapan dengan cara 
63 
berkelompok, mereka pun sudah terstruktur seperti ada ketua dan 
anggota. Selain itu, nelayan yang sudah terdaftar memiliki peralatan 
yang terbilang modern dengan alat tangkap yang sesuai dengan 
standar ketentuan bahkan nelayan ini memiliki keistimewaan tersendiri 
dibandingkan dengan nelayan yang belum terdaftar. Misalkan saja 
nelayan yang sudah terdaftar mendapatkan berbagai macam bantuan 
dari Dinas Kelautan dan Perikanan seperti alat tangkap ikan yang 
baru-baru ini diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan.68 Beradasarkan data dari dinas Kelautan dan perikanan, 
nelayan kelurahan Bajoe yang terdaftar ada 657 dan di bagi dalam 
tiga bagian yaitu pemilik kapal, pemilik alat bantu kapal dan pekerja. 
Dari ketiga bagian ini profesi sebagai pekerja  merupakan yang paling 
banyak yaitu 383, sedangkan pemilik kapal 273 dan pemilik alat bantu 
berjumlah 1 orang.  
Pembentukan kelompok nelayan di Kelurahan Bajoe ini selain 
memudahkan dalam penangkapan ikan dan memenuhi syarat nelayan 
yang ditentukan Dinas Kelautan dan Perikanan juga bisa mempererat 
tali silaturahmi sesama nelayan dan menyatukan beberapa suku 
dalam satu kelompok. Karena saat ini di Kelurahan Bajoe terdapat 
banyak suku yang bermukim. Namun, pada awalnya hanya ada dua 
suku yang mendiami Kelurahan Bajoe yakni Suku Bugis dan Suku 
Bajo. Dan umumnya  mata pencaharian mereka sebagai nelayan. 
Terbentuknya permukiman komunitas Suku Bugis dan Suku Bajo di 
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Bajoe dilatarbelakangi oleh profesi Masyarakat Bugis yang ada di 
wilayah Bajoe ini yaitu sebagai nelayan. Sedangkan hampir semuanya 
Masyarakat Bajo ini memiliki profesi sebagai nelayan karena itu  
mereka membentuk permukiman kampung nelayan untuk 
memudahkan aksesibilitas terhadap kegiatan sehari-hari. Sebagai 
nelayan, mulai dari penangkapan ikan ataupun hasil-hasil laut lainnya 
sampai pada pemasaran, semuanya dilakukan di wilayah Bajoe ini.. 
Mereka mengenal tiga lokasi penangkapan ikan, yakni di perairan 
dalam, di  gugusan karang dan di pantai. Bagi nelayan yang 
beroperasi di perairan dalam pada umumnya menggunakan peralatan 
tangkap ikan berupa panah, tombak dan pancing. Sedangkan yang 
beroperasi di gugusan karang juga menggunakan peralatan yang 
sama di samping satu alat tangkap lainnya yang disebut bunre.  
Suku Bugis dan Suku Bajo di Kelurahan Bajoe ini, sudah 
berinteraksi dengan beberapa suku pendatang lainnya seperti Suku 
Makassar, Mandar dan beberapa suku lainnya. Semakin banyaknya 
pendatang di Kelurahan Bajoe, menyebabkan wilayah ini menjadi 
kelurahan terpadat yang ada di Kecamatan Tanete Riattang Timur 
dengan jumlah penduduk 10.238 jiwa yang terdiri atas 5.106 jiwa laki-
laki dan 5.132 jiwa perempuan. Jumlah ini terakomodasi ke dalam 
2.333 kepala keluarga. Dengan jumlah penduduk yang wajib memiliki 
kartu tanda penduduk (KTP) yaitu 5.208 jiwa dibagi atas 2.496 jiwa 
laki-laki dan 2.712 jiwa perempuan sedangkan yang terdaftar dalam e-
KTP yaitu 4.826 jiwa. Adapun yang terdaftar dalam wajib pilih yaitu 
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6.527 jiwa. penduduk Kelurahan Bajoe termasuk salahsatu kelurahan 
yang menerima bantuan yang cukup besar dari pemerintah misalkan 
saja bantuan raskin. Bajoe merupakan penerima raskin terbesar di 
Kecamatan Tanete Riattang Timur yaitu 349 kepala keluarga. Dengan 
jumlah penduduk yang cukup padat dan dengan etnis yang cukup 
bervariasi, ditambah lagi dengan status Bajoe sebagai pusat 
pemerintahan kota Kecamatan Tanete Riattang Timur. Maka  wilayah 
Kelurahan Bajoe ini tentunya membutuhkan berbagai sarana dan 
prasarana untuk memfasilitasi penduduk yang bermukim di Kelurahan 
Bajoe ini maupun untuk wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur 
lainnya. Kehadiran fasilitas di permukiman ini dapat meningkatkan 
kinerja masyarakat yang bermukim di wilayah kecamatan ini, 
khususnya untuk masyarakat yang bermukim di Kelurahan Bajoe. 
Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di wilayah ini yaitu: 
Tabel 2: Sarana dan Prasarana Kelurahan Bajoe 



































Sumber: data Kelurahan Bajoe 2015 
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Berdasarkan data di atas, dapat kita lihat bahwa Kelurahan 
Bajoe ini memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, 
dengan sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai tentu 
mempengaruhi gaya hidup masyarakat secara signifikan. Misalkan 
saja dari segi pendidikan Masyarakat Bajo yang awalnya hanya 
menggantungkan hidup di laut dengan prinsip dari laut untuk laut 
mereka hidup di laut dan mereka pun akan kembali ke laut intinya 
semua aktifitas dihubungkan dengan laut. Tapi seiring perkembangan 
zaman dengan hadirnya berbagai fasilitas dari pemerintah, merekapun 
mulai terbiasa untuk menyesuaikan diri dengan suku lain yang hidup 
berdampingan dengannya. Seperti Suku Bugis yang dominan 
mengutamakan pendidikan untuk kelangsungan hidup anak-anaknya. 
Dengan demikian beberapa Masyarakat Bajo mulai mengubah pola 
pikirnya dan mulai menyekolahkan anaknya, meskipun awalnya 
mereka hanya menyekolahkan anaknya pada tingkat SD dan SMP 
atau bahkan putus sekolah. Setelah itu kembali lagi ke laut sebagai 
nelayan. Namun, sekarang sebagian kecil dari mereka mulai 
menyekolahkan anak-anaknya hingga pada tingkat SMA bahkan 
sudah ada yang sampai pada perguruan tinggi dan berusaha untuk 
menggeluti profesi lain selain menjadi nelayan. Bahkan berdasarkan 
catatan pemerintahan Kelurahan Bajoe, lurah pertama Kelurahan 
Bajoe yang menjabat selama 10 tahun yaitu Hasbi merupakan Suku 
Bajo asli.69 
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Bukan hanya dari segi pendidikan Masyarakat Bajo saja yang 
mulai mengalami perubahan yang cukup signifikan bentuk hunian 
merekapun kini mulai menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. 
Menurut Muhammad Jafar Deng Eppa Kepala Lingkungan Tengge 
Masyarakat Bajo awalnya hanya tinggal di atas perahu tapi sekarang 
rumah mereka sudah mengalami perubahan mereka sudah hidup di 
darat dan membangun rumah-rumah kayu.seperti hunian Masyarakat 
Bugis bahkan beberapa diantaranya sudah membangun rumah batu.70 
Dengan demikian, Masyarakat Bajo ini sudah cukup berkembang 
dibanding sebelumnya. Meski begitu, satu hal yang masih tetap 
mereka pertahankan yaitu tempat tinggal mereka di lingkungan Bajo 
ini mereka tetap mempertahankan untuk tinggal di tempat tersebut 
bahkan karena wilayah ini sudah sangat padat dan hampir tidak ada 
lagi tempat yang kosong untuk membangun, dalam satu rumah dapat 
ditemukan tiga kepala keluarga bahkan lebih. Oleh karena itu, wilayah 
ini merupakan wilayah terpadat yang terdapat di Kelurahan Bajoe dan 
sangat memerlukan penataan. 
B. Permukiman Masyarakat Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan 
Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone 
Permukiman Masyarakat Bajoe ini merupakan permukiman yang 
cukup menjadi sorotan dan patut untuk dipertimbangkan baik dalam 
bentuk permukimannya, kondisi permukiman bahkan sampai pada 
status hukum permukimannya. 
                                                                                                                                                               
20 agustus 2015 
70 Wawancara dengan kepala lingkungan Tengnge M. Jafar Deng Eppe di kantor kelurahan tgl 20 
agustus 2015 
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1. Bentuk Permukiman 
Perubahan bentuk permukiman Masyarakat Bajo  di Kelurahan 
Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone  ini 
dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu permukiman tidak tetap 
dan permukiman tetap.    
a. Permukiman Tidak Tetap 
Suku Bajo adalah suku nomaden yang hidup di laut dan 
tersebar di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, salah 
satunya yang ada wilayah Teluk Bone. Suku Bajo yang ada di 
wilayah Kelurahan Bajoe ini tidak dapat dipastikan sudah ada 
sejak tahun berapa. Tapi berdasarkan hasil wawancara 
Penulis dengan Pak Roso salah satu Tokoh adat menjelaskan 
bahwa:  
Pada awalnya mereka bermukim di tempat mereka saat ini 
sekitar tahun 1955 namun sebelum mereka menetap di 
tempat ini, bereka tinggal di Pattiro Bajo wilayah yang tidak 
terlalu jauh dengan tempat mereka bermukim saat ini. Saat itu 
Orang Bajo masih tinggal di atas perahu, bahkan bisa 
dikatakan bahwa semua aktifitasnya dilakukan di atas perahu 
tersebut. Kemudian mereka pindah ke wilayah Bajoe ini, 
karena sudah merasa nyaman meskipun hidup di atas perahu 
mereka mulai menetap. Sedikit demi sedikit bentuk huniannya 
pun mulai berubah, mereka mulai membangun sebuah tempat 
tinggal di wilayah pasang surut yang berbentuk segi empat 
yang memiliki tiang yang menancap di atas air kemudian 
Masyarakat Bajo ini bermukim dan mulai membentuk suatu 
daratan dengan membeli timbunan sedikit demi sedikit, 
sehingga menyatukan huniannya dengan daratan. Karena 
sudah terlanjur merasa nyaman mereka pun menetetap. 
 
Berdasarkan penjelasan dari Pak Roso tersebut, dapat di 
simpulkan bahwa pada awal masyarakat ini bermukim mereka 
hanya menempati tempat tinggal yang sangat sederhana di 
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atas air dan lambat laun merekapun merubah bentuk dan 
tempat huniannya. Yang awalnya hanya di atas perahu mulai 
pindah kewilayah pasang surut dan membangun hunian baru.   
b. Permukiman Tetap 
Setelah terbentuknya suatu daratan Masyarakat Bajo 
sudah mulai melakukan interaksi dengan masyarakat asli 
yang bermukim di sekitar Bajoe yaitu Suku Bugis Bone. Tapi 
pada awalnya meski huniannya sudah mulai mengalami 
penyatuan dengan daratan, mereka tetap masih enggan untuk 
pergi jauh meninggalkan permukimannya.  Tapi seiring 
perkembangan zaman, pengaruh lingkungan Masyarakat 
Bugis Bone sudah mulai mempengaruhi kehidupan 
Masyarakat Bajo terbukti dari bentuk huniannya. Mereka 
sudah membuat tempat tinggal yang cukup luas yang 
berbentuk seperti rumah, tapi masih terbagi dalam dua 
ruangan yaitu, dapur dan tempat tidur. Perubahan hunian 
Masyarakat Bajoe ini terus mengalami perkembangan. 
Menurut salah seorang tokoh masyarakat di wilayah ini 
bahwa pada tahun 1980-an terjadi relokasi, sehingga Suku 
Bajo ini disatukan dalam suatu wilayah yang tidak jauh dari 
tempat mereka bermukim sebelumnya, hanya saja di tempat 
ini mereka tidak lagi hidup terpisah. Dengan kelompoknya dan 
dapat dengan mudah berinteraksi dengan penduduk asli yaitu 
Suku Bugis Bone.  Tempat tinggal mereka pun sudah memiliki 
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jalan untuk memudahkannya berinteraksi bukan hanya 
dengan kelompoknya, tapi juga dengan penduduk sekitar 
tempat mereka bermukim. 
Bukan hanya wilayah permukiman mereka yang sudah 
mengalami perubahan, akan tetapi saat ini bentuk huniannya 
pun sudah sangat jauh berbeda dengan bentuk hunian saat 
mereka masih tidak menetap. Bentuk hunian mereka saat ini 
sudah mengikuti bentuk hunian Masyarakat Bugis Bone yang 
hidup berdampingan dengan Masyarakat Bajo ini, baik hunian 
dalam bentuk rumah panggung atau hunian yang sudah 
berbentuk modern seperti rumah batu, hal ini tak terlepas dari 
pertalian darah orang Bajo dan non-Bajo, sudah terjadi kawin-
mawin. Sehingga mau tidak mau mereka harus menyesuikan 
dengan kehidupan pasangannya. Oleh karena itu, Masyarakat 
Bajo yang sudah membuat hunian dalam bentuk rumah batu 
tentu saja tempat tinggal mereka bukan lagi di atas air, akan 
tetapi di daratan. Meski demikian, masih banyak juga di antara 
mereka yang masih mempertahankan untuk membangun 
rumah di atas air dalam bentuk rumah panggung. Orang yang 
masih mempertahankan untuk tetap bertahan hidup di pinggir 
laut ini dengan bentuk rumah panggung adalah Orang Bajo 
yang masih memiliki garis keturunan Bajo asli, sedangkan 
Orang bajo yang tinggal di daratan dengan bentuk hunian 
yang cukup modern seperti rumah batu bukan lagi Bajo asli 
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yang artinya sudah ada darah campuran bukan Bajo. Tapi, 
mereka yang masih merupakan Bajo asli masih tetap 
mempertahankan prinsip-prinsip orang Bajo bahwa hidup 
mereka itu tidak terlepas dari laut. Tapi meskipun sudah 
memiliki darah campuran masih ada di antara mereka yang 
tidak bisa lepas dari laut, dikarenakan keadaan yang 
memaksakan mereka untuk tetap hidup bergantung pada laut. 
Karena tidak memiliki modal untuk usaha yang lain maka 
mereka tetap meneruskan pekerjaan dari orang tuanya yaitu 
menjadi nelayan dan tetap tinggal di rumah orang tuanya.. 
Sehingga hidupnya pun cenderung sederhana. Oleh karena 
itu permukiman Suku Bajo yang berada di lingkungan Bajo ini 
tergolong kelompok masyarakat yang memiliki tingkat 
kesejahtraan ekonomi yang rendah.   
2. Kondisi Permukiman 
Secara umum wilayah permukiman di Bajoe masih tergolong 
kumuh dan kurang tertata. Berdasarkan data dari Dinas Tata 
Ruang, Perumahan dan Permukiman membagi wilayah ini dalam 
6 blok yaitu blok A,B,C,D,E dan F dan dibagi dalam dua kelompok 
yaitu wilayah permukiman yang berada pada tingkat kekumuhan 
yang tinggi  dan wilayah dengan tingkat kekumuhan yang rendah. 
Kriteria permukiman yang berada pada tingkat kekumuhan yang 
tinggi dapat dinilai dari beberapa aspek seperti kondisi bangunan, 
jalan, drainase, penyediaan air minum, pengelolaan limbah air, 
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sampah dan pengamanan berada pada kondisi ketidaklayakan 
yang tinggi. Sedangkan permukiman yang berada pada kondisi 
kekumuhan rendah berada pada kondisi ketidaklayakan yang 
rendah. Berdasarkan kondisi kekumuhan tersebut Penulis 
membagi permukiman bajoe ini dalam dua bagian yaitu 
permukiman yang tidak tertata dan cukup tertata.  
a. Permukiman tidak Tertata 
Permukiman yang belum tertata di wilayah ini juga 
termasuk permukiman dengan tingkat kekumuhan yang tinggi. 
Berdasarkan data dari Dinas Tata Ruang terdapat tiga lokasi 
kawasan di wilayah Bajoe yang menjadi prioritas yang 
termasuk wilayah dengan tingkat kekumuhan yang tinggi yaitu 
kawasan blok A, Blok D, dan Blok E Bajoe.  Dan ketiga 
kawasan ini tergolong lingkungan kumuh berat. Berdasarkan 
dari kondisi fisik dari lingkungan dan berbagai permasalahan 
yang terjadi di ketiga kawasan ini.  
1) Blok A 
Berdasarkan data bahwa kawasan blok A wilayah 
Bajoe ini sangat memprihatinkan dan berada dalam 
tingkat kekumuhan yang sangat berat. Dilihat dari 
berbagai permasalahan kawasan di wilayah ini seperti:  
 Sanitasi (MCK) tidak memenuhi persyaratan teknis. 
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 Drainase/saluran yang ada mengalami kerusakan dan 
terjadi sedimentasi yang diakibatkan tumpukan 
sampah.  
 Kualitas jalan yang buruk dengan kondisi beton rabat 
mengalami kerusakan.  
 Bangunan yang tidak memiliki keteraturan,  
 Kondisi penyediaan air minum yang tidak memenuhi 
peryaratan teknis dan tidak memenuhi semua 
populasi, 
 Kondisi pengelolaan limbah yang tidak memadai dan 
tidak memenuhi persyaratan yang seharusnya, 
 Pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti 
tidak adanya tempat sampah umum, 
 Pengamanan kebakaran di wilayah ini juga tidak 
memadai, ini terbengkalai oleh kondisi jalan yang 
sempit sehingga tidak memungkinkan mobil damkar 
untuk masuk ke wilayah ini. 
2) Blok D  
Wilayah bagian blok D ini juga termasuk dalam 
wilayah yang sangat tidak teratur dan kumuh. Kondisi ini  
tidak jauh berbeda dengan kondisi blok A yang juga 
berada dalam kondisi kekumuhan yang berat. Dilihat dari 
beberapa masalah lingkungan yang ada seperti: 
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 Sanitasi (MKC) tidak memenuhi persyaratan teknis 
dan mengalami kerusakan 
 Kualitas jalan yang buruk dengan kondisi tanah, 
paving blok dan rabat beton mengalami kerusakan 
 Tidak ada saluran/drainase, pembuangan limbah 
domestik dan sampah pada lahan terbuka. 
 Kondisi bangunan yang tidak teratur, dan padat 
bahkan jarak antara satu rumah dengan rumah yang 
lain hampir tidak ada jarak. 
 Penyediaan air minum yang tidak memenuhi 
persyaratan dan tidak memadai 
 Pengelolaan limbah air yang tidak sesuai standard 
dan tidak memadai populasi. 
 Kondisi pengelolaan persampahan yang tidak 
memadai. 
 Pengamanan kebakaran yang tidak memadai dengan  
pasokan air yang tidak cukup untuk luas area. 
3) Blok E 
Kondisi blok E juga termasuk lingkungan yang kumuh 
dan tidak tertata. wilayah blok E ini memiliki kesamaan 
dari segi kondisi fisiknya dengan blok A dan blok D yaitu 
sama-sama berada dalam kondisi yang sangat 
memperitatinkan dan berada dalam kondisi kekumuhan 
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yang berat. Permasalahan yang terjadi di kawasan ini pun 
tidak jauh berbeda dengan blok A dan blok D yaitu: 
 Sanitasi MKC tidak memenuhi persyaratan teknis 
 Drainase/saluran yang ada mengalami kerusakan dan 
terjadi sedimentasi yang diakibatkan tumpukan 
sampah 
 Kualitas jalan yang buruk dengan kondisi beton rabat 
mengalami kerusakan. 
 Bangunan yang tidak memiliki keteraruran, dan padat. 
 Penyediaan air minum yang tidak memenuhi 
persyaratan. 
 Penyediaan pengelolaan limbah air tidak memadai. 
 Pengelolaan persampahan tidak memenuhi 
persyaratan. 
 Pengamanan kebakaran tidak memadai, jalan untuk 
dilalui mobil damkar tidak memenuhi persyaratan. 
Berdasarkan data di atas sudah sangat menggambarkan 
kondisi ketiga blok ini bahwa kondisi permukiman di wilayah 
ini sangat memprihatinkan dan berada pada tingkat 
keteraturan yang rendah. Ditambah lagi dengan tingkat 
kepadatan penduduk yang sangat padat. Khususnya untuk 
blok D yang merupakan bagian wilayah Masyarakat Bajo. Di 
wilayah ini  jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain 
hampir tidak di antarai. Berdasarkan data kependudukan 
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tahun 2013 tercatat bahwa kepadatan penduduk di wilayah ini 
rata-rata 1.613 jiwa/ KM2. Bahkan ketidakteraturan di wilayah 
ini bisa tergambar juga dari posisi beberapa rumah yang tidak 
memiliki akses yang memadai untuk sampai di depan rumah, 
atau tidak ada jalan umum di depanya. Ketidakteraturan pada 
wilayah ini terjadi dikarenakan oleh kondisi wilayah yang 
memang bukan berada pada fungsi seharusnya. yaitu tidak 
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bone. 
Dengan kondisi yang demikian parah,  komitmen penanganan 
dari Pemda Kabupaten Bone sangat tinggi di wilayah ini, 
seperti pemberian bantuan sembako, pembangunan 
infrastruktur dan lain-lain. Tapi, meskipun pemerintah aktif jika 
tak sejalan dengan keinginan masyarakat setempat, maka 
bantuan-bantuan tersebut akan sia-sia. Khususnya untuk 
wilayah Blok D ini yang merupakan Lingkungan Bajo, ada 
beberapa bantuan dari pemerintah yang tidak dipergunakan 
sebagaimana mestinya, seperti bantuan MCK. di wilayah ini 
bantuan MCK yang diberikan hanya digunakan sebagai 
tempat penyimpanan ceregen minyak, gudang bahkan tempat 
sampah. Oleh karena itu, sangat wajar saja kondisi 
lingkungannya sangat jauh dari keteraturan. 
b. Permukiman cukup tertata  
Wilayah permukiman cukup tertata yaitu blok B, blok C dan 
F. ketiga blok ini sudah termasuk dalam kawasan yang cukup 
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tertata, karena tingkat kekumuhan yang rendah. Secara umum 
kondisi ketiga blok ini hampir sama. Sarana dan prasarananya 
pun sudah cukup memadai.  
1) Blok B 
Kondisi wilayah blok B ini sudah bisa dianggap cukup 
tertata, meskipun masih ada beberapa bagian 
wilayahnya yang tergolong cukup kumuh. Tapi kondisi 
wilayah ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan 
Blok A, D dan E yang memang berada pada tingkat 
kekumuhan yang tinggi. Hal ini dapat dilihat 
berdasarkan kondisi lingkungannya, seperti: 
 Kondisi Bangunan yang cukup tertata meskipun 
terbilang cukup padat, karena wilayah ini 
merupakan pusat pemerintahan dan merupakan 
pusat perbelanjaan kelurahan Bajoe.  Tapi semua 
bangunan menghadap ke jalan utama. 
 Jalan di wilayah ini cukup memadai, jalan utama 
menggunakan aspal, dan jalan masuk kelorong-
lorong menggunakan paving block  dengan kondisi 
jalan yang cukup luas. Tapi masih ada sedikit 
wilayah yang agak ke belakang yang kondisi 
jalannya cukup sempit, tapi tetap menggunakan 
paving block. 
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 Drainase/saluran cukup bagus, meski masih ada 
sebagian yang mengalami kerusakan. 
 Fasilitas MCK yang sudah memadai, bahkan 
beberapa rumah sudah memiliki MCK sendiri 
karena di wilayah ini sudah kebanyakan 
menggunakan rumah batu. 
 Penyediaan air minum cukup memadai. 
 Penyediaan pengelolaan sampah cukup memadai, 
 Pengamanan kebakaran juga cukup memadai, 
dengan akses mobil damkar di wilayah ini  yang 
bisa menjangkau hampir seluruh wilayah. 
Persediaan air juga cukup memadai. 
2) Blok C 
Wilayah ini juga bisa dikatakan cukup tertata, 
dikarenakan kondisi lingkungannya yang cukup layak 
jika dibandingkan dengan kondisi permukiman yang 
berada pada tingkat kekumuhan yang tinggi. Namun 
wilayah ini masih terdapat beberapa bagian yang 
memang berada pada tingkat kekumuhan yang cukup 
tinggi, tapi secara umum wilayah ini sudah cukup 
tertata. Adapun kondisi lingkungan di wilayah ini seperti: 
 letak rumah yang sudah tertata dengan baik dan 
menghadap ke arah jalan.  
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 Fasilitas MCK sudah memadai bahkan beberapa 
rumah sudah memiliki MCK sendiri utamanya untuk 
rumah-rumah batu.  
 Akses jalan yang cukup lancar untuk mencapai 
lokasi tersebut dikarenakan kondisi jalan beton yang 
cukup luas, sebagian wilayah yang berada di wilayah 
ini sudah di aspal, karena wilayah sebagian wilayah 
ini berada pada jalan utama Kelurahan Bajoe.  
 Kondisi Drainase wilayah ini juga cukup bagus. 
 Penyediaan air minum juga cukup memadai, meski 
masih ada beberapa area yang tidak menggunakan 
air PAM. 
 Pengelolaan air limbah juga cukup baik karena 
kondisi Drainase wilayah ini cukup bagus. 
 Pengelolaan persampahan juga sudah cukup 
memadai, karena terdapat tempat sampah umum di 
beberapa titik, tapi untuk wilayah yang sudah tidak 
berhadapan langsung dengan jalan utama hampir 
tidak ditemukan tempat sampah umum. 
 Pengamanan Kebakaran cukup memadai untuk 
wilayah yang berada pada jalan utama, dan 
sebagian wilayah yang berada pada lorong-lorong. 
Pasokan air cukup memadai. 
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3) Blok F 
Blok F ini juga cukup tetata, tapi masih tergolong 
kumuh, hal ini bisa dinilai berdasarkan kondisi 
lingkungannya, seperti: 
 Kondisi Bangunan yang berada di wilayah ini 
sebagian sudah tertata dengan baik, jarak anatara 
satu rumah dengan rumah yang lain sudah tidak 
terlalu rapat, tapi masih ada juga sebagian rumah 
yang masih sangat rapat antara satu dengan yang 
lainnya. Dan masih ada beberapa rumah yang tidak 
memiliki akses jalan. 
 Jalan di wilayah ini sebagian sudah cukup bagus, 
sebagian menggunakan paving block, sebagian 
menggunakan aspal. 
 Drainase sebagian besar rusak, dikarenakan 
tumpukan sampah di beberapa area, tapi ada 
sebagian yang drainasenya masih bagus. 
 Penyediaan air tidak memadai. 
 Pengelolaan limbah air cukup terbengkalai, karena 
kondisi drainase sebagian wilayah yang rusak. 
 Pengelolaan persampahan masih jauh dari 
kelayakan, tapi sudah terdapat beberapa tempat 
sampah umum. Meski belum merata. 
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 Pengamanan kebakaran cukup memadai sebagian 
wilayah. Sebagian tidak, karena kondisi jalan yang 
cukup sempit. 
Berdasarkan ketiga kondisi lingkungan tersebut, blok 
B dan C yang merupan lingkungan yang cukup mendekati 
kondisi layak, ini karena kedua wilayah ini memang 
berada pada pusat pemerintahan dan berada pada akses 
jalan utama yang berhubungan langsung dengan jalan 
menuju pelabuhan penyebrangan.  
Blok B berada pada pusat pemerintahan Kelurahan 
Bajoe, sedangkan Blok C berada pada pusat 
pemerintahan kecamatan, kedua area ini juga berdekatan. 
sepanjang area ini sampai pada gerbang pelabuhan dapat 
kita temui rumah toko dan warung makan yang berjejer. 
Sehingga wilayah ini cukup layak dan cukup tertata, tapi 
sebagian lagi wilayah yang tidak menghadap langsung 
dengan jalan utama masih terbilang cukup kumuh, karena 
masih belum tertata dengan baik.  
3. Pengakuan Hak 
Sejak adanya relokasi oleh pemerintah pada tahun 1980-an, 
sejak saat itu keberadaan Suku Bajo ini mendapat pengakuan 
oleh pemerintah, akan tetapi status wilayah yang tempat tinggal 
mereka berstatus tanah negara dan hak yang yang diberikan 
pemerintah sebatas Hak Guna Bangunan. Akan tetapi mereka 
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tetap dikenai wajib pajak sejak tahun 1984.  Hal ini sejalan dengan 
pengakuan Kepala Bagian Hukum Badan Pertanahan Kabupaten 
Bone, bahwa wilayah Bajoe ini memang hanya sebatas Hak Guna 
Bangunan, dan yang diberikan hak untuk bertempat tinggal di 
wilayah itu hanya Masyarakat Bajo saja. Akan tetapi Seiring 
perkembangan zaman masyarakat yang bermukim di wilayah ini 
pun bukan lagi Masyarakat Bajo, tapi terjadi percampuran. 
sehingga beberapa masyarakat yang bermukim di  wilayah ini 
mulai mengembangkan status tempat tinggalnya menjadi hak 
milik. Begitupun dengan beberapa Masyarakat Bajo yang ikut 
ingin mendapat pengakuan hak milik. Mereka tidak puas hanya 
mendapatkan status Hak Guna Bangunan Untuk wilayahnya. 
Sehingga sudah mulai ada Masyarakat Bajo yang mendaftarkan 
wilayah tempat tinggalnya untuk mendapat sertifikat hak milik, 
sehingga mereka bisa memiliki kekuatan hukum tetap. Tapi 
menurut Lurah Bajoe menjelaskan bahwa:71 
Sebenarnya bagi Masyarakat Bajo mendapat sertifikat 
ataupun tidak itu tidak masalah, yang penting mereka tidak di 
suruh pindah   dari tempat tinggal mereka saat ini. Bahkan 
mereka membuat sertifikat bukan karena ingin mendapatkan 
kekuatan hukum atas tanahnya, tapi merka ingin 
menggadaikannya di bank untuk digunakan sebagai modal. 
 
Pernyataan yang dikemukakan oleh Lurah Bajoe ini sejalan 
dengan pendapat Pak Roso salah satu Tokoh Adat Suku Bajo 
                                                          
71 Wawancara dengan lurah Bajoe, Rahayu. S.Sos. di Kantor Kelurahan Bajoe tgl. 11 desember 
2015. 
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yang memang masih merupakan Bajo Asli, beliau mengemukakan 
bahwa   :72 
Kita Orang Bajo kalau sudah mengambil sertifikat langsung 
digadaikan di bank untuk mendapatkan modal usaha. dan 
kami pun mengambil sertifikat untuk tanah kami, karena ada 
bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang mewadahi 
pengambilan sertifikat gratis. Seandainya tidak, kita tidak 
bisa mengambil sertifikat, karena tidak ada modal. 
Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sangat terlihat jelas  
bahwa memang masyarakat bajo ini sudah bisa mendapatkan 
sertifikat hak milik.  
Selain masyarakat Bajo. Masyarakat non-Bajo pun sudah 
bisa mendapatkan sertifikat hak milik. Menurut pengakuan 
beberapa warga yang bermukim di wilayah Bajoe ini, bahwa 
tempat tinggal mereka sekarang sudah bisa mendapatkan 
sertifikat Hak Milik kalau mereka mau mendaftarkannya, dan 
merekapun bisa melakukan jual-beli dengan siapapun  yang 
berniat membeli wilayah tempat tinggalnya. Selain itu wilayah 
sebagian wilayah yang masih merupakan perairan ini pun bisa  di 
timbun menjadi daratan. Jika ada diantara mereka yang ingin 
menimbun wilayahnya misalkan mereka ingin membangun rumah 
batu atau untuk kepentingan apa saja. Berdasarkan database 
Kelurahan Bajoe tahun 2014 terdapat 37 akta jual beli di 
kelurahan ini sedangkan khusus untuk lingkungan Bajo tercatat 
ada tiga akta jual beli yang diterbitkan. 73  Dengan demikian, 
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73 Database Kelurahan Bajoe. 
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pengakuan hak yang ada di wilayah ini sudah sangat jelas dan 
bisa mendapatkan kekuatan hukum tertap. 
Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Kabupaten Bone, 
sertifikat wilayah Bajoe ini sudah mulai ada pendaftaran pada 
tahun 1964 tepatnya pada tanggal 16 November. Dan pendaftaran 
ini terus berlanjut sampai pada saat ini, dan tercatat sudah ada 
1334 sertifikat di Kelurahan Bajoe ini.74 Khusus untuk lingkungan 
Bajo yang didominasi oleh mata pencarian nelayan yang sudah 
terdaftar hampir separuhnya sudah mendapat sertifikat, karena 
khusus yang berprofesi sebagai nelayan, bisa mendapatkan 
sertifikat gratis dari pemerintah.  Adapun diantara mereka yang 
belum mendaftarkan wilayahnya, ini dilatarbelakangi oleh kendala 
ekonomi, dan karena tidak terdaftar sebagai nelayan. 
C. Peran Serta Pemerintah Kabupaten Bone Terhadap Pemanfaatan 
Wilayah Pesisir Oleh Masyarakat Bajo 
1. Pendaftaran Tanah  
Pendaftaran tanah tidak terlepas dari penerbitan suatu 
sertifikat. Sertifikat merupakan pengakuan kepemilikan tanah yang 
sudah ada sejak zaman kekhalifahan Turki Usmani sebagaimana 
tertuang dalam pasal 1737 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Islam. Demikian juga negara-negara lain seperti Inggris, sertifikat 
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merupakan pengakuan hak-hak atas tanah seseorang yang diatur 
dalam Undang-Undang Pendaftaran Tanah.75 
Dalam hal pendaftaran tanah sampai akhirnya diterbitkan 
sertifikat hak milik instansi yang memegang peranan penting 
adalah Badan Pertanahan Nasional. Sebagaimana dijelaskan 
dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 
24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, bahwa Pendaftaran 
tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Tapi 
dalam hal pendaftaran tanah yang ada di wilayah Bajoe ini ada 
beberapa instansi yang memegang peranan penting. Berdasarkan 
hasil wawancara  Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan 
Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone 
bahwa:76 
Wilayah permukiman Masyarakat Bajoe khususnya yang 
berada di wilayah Pesisir Bajoe merupakan wilayah kawasan 
hutan mangrove yang artinya berada di wilayah penguasaan 
Dinas Kehutanan Kabupaten Bone, sehingga tidak boleh ada 
sertifikat hak milik di atas tanah tersebut. Namun wilayah 
kawasan tersebut bisa lahir sertifikat hak milik asalkan Dinas 
Kehutanan mau melepaskan kawasan tersebut lanjutnya. 
Tetapi sampai saat ini Dinas Kehutanan masih 
mempertahankan wilayah tersebut menjadi wilayah kawasan 
hutan mangrove.  
 
Berdasarkan pernyataan tersebut, sejalan dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh Safaruddin  Kepala Seksi Perlindungan dan 
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Pengawasan Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Bone, 
bahwa,77 
Wilayah Kelurahan Bajoe sebagaian besar  merupakan wilayah 
kawasan hutan mangrove, di bawah pengawasan Dinas 
kehutanan berdasarkan penununjukan melalui SK Mentri 
Kehutanan no. 434/MENHUT-11/2009. Tapi sebelum adanya 
SK ini, sudah ada dari dulu surat penunjukan yang lain, seperti 
penetapan tataguna hutan dan RT RW tahun 1999 kemudian 
diperbaharui lagi. Namun, kalau awal mula penetapannya 
sebagai kawasan itu sebenarnya sudah ada dari zaman 
belanda. Jadi wilayah ini memang dari dulu berada di bawah 
kewenangan Dinas Kehutanan. 
 
Berdasarkan pernyataan tersebut sudah sangat jelas tergambar 
bahwa wilayah permukiman di wilayah Kelurahan Bajoe saat ini, 
memang berada di bawah kewenangan Dinas Kehutanan dan 
sudah ada dari dulu. Tapi hal tersebut tidak sejalan dengan 
pernyataan Kepala Kelurahan Bajoe, yang mengatakan bahwa,78 
Wilayah Kelurahan Bajoe baru kami ketahui sekitar satu tahun 
ini, bahkan camat pun baru mengetahuinya. Dari dulu 
masyarakat yang bermukim di Bajoe tidak pernah ada pemberi 
tahuan kalau wilayah ini merupakan wilayahnya Dinas 
Kehutanan. Apa lagi Suku Bajo itu sudah bermukim turun 
temurun disitu, tapi tidak ada klaim dari Dinas Kehutanan baru 
sekarang muncul lagi pemberitahuan kalau itu adalah wilayah 
Dinas Kehutanan. Tapi dinas kehutanan juga tidak dapat 
memberikan kepastian batas-batas wilayahnya. Jadi 
masyarakat juga bingung yang mana sebenarnya yang menjadi 
wilayah Dinas Kehutanan. Nanti pada saat ada masyarakat 
yang mengajukan baru diketahui bahwa ini adalah wilayah 
kehutanan. Tapi dari dulu tidak pernah ada pemberitahuan.  
 
Mendengar pernyataan Kepala Kelurahan Bajoe tersebut, baik 
pemerintah daerah, maupun masyarakat memang tidak 
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mengetahui bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah kawasan 
Hutan mangrove, sehingga masyarakat tetap saja mendaftarkan 
wilayahnya untuk mendapat sertifkat hak milik. Apa lagi dari dulu 
kalau ada yang mendaftarkan wilayahnya, tidak ada protes atau 
pun penolakan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bone. tapi 
menurut Bagian Pendaftaran Tanah Kabupaten Bone, Bapak 
Aprilman mengatakan bahwa:79 
Kami disini hanya menerbitkan kalau ada permintaan sertifikat 
dari masyarakat, dan masalah itu kawasan hutan atau tidak 
kami juga tidak mengetahuinya. Karena tidak ada 
pemberitahuan dari Dinas Kehutanan wilayah yang merupakan 
wilayah kawasan Dinas Kehutanan barulah kami mengetahui 
bahwa itu merupakan kawasan hutan kalau sudah terjadi 
masalah dan yang kena itu Bagian Pertanahan.  
Kemudian pemerintah daerah setempat yang  
memberikan surat pengantar . dan di dalam surat pengantar 
tersebut terdapat penjelasan bahwa apakah wilayah ini 
merupakan tanah pemerintah atau bukan. Karena di situ ditulis 
bukan, berarti kami dari Kantor Pertanahan harus  menerbitkan 
sertifikat tersebut. 
 
Pernyataan Bapak Aprilman tersebut  tidak menyangkut surat 
pengantar dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala 
Desa/Lurah, tidak sejalan dengan pernyataan Lurah Bajoe, 
sebagaimana telah dijelaskan, bahwa pemerintah Daerah Bajoe 
juga tidak mengetahui yang mana yang merupakan wilayah 
kewenangan Dinas Kehutanan dan dari dulu tidak ada masalah di 
wilayah ini jika ada permintaan sertifikat.  
Meski sebagian besar wilayah Kelurahan Bajoe ini berada 
dalam kawasan Hutan Mangrove. Bisa saja menjadi wilayah 
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permukiman dan diterbitkan sertifikat. sebagai mana dijelaskan 
oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan bahwa 
wilayah kawasan hutan bisa saja diterbitkan sertifikat jika ada 
pelepasan dari Dinas Kehutanan. Akan tetapi proses pelepasan 
tersebut tidaklah mudah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 
sebelum melakukan suatu pelapasan  hutan yaitu: 80 
wilayah yang dikuasai oleh Dinas Kehutanan harus memenuhi 
beberapa pesyaratan, seperti: pembentukan Tim IP4T,namun 
tim ini belum terbentuk, sehingga pendaftaran tanah di wilayah 
kawasan yang dikuasai oleh Masyarakat Bajo belum bisa 
dilakukan selanjutnya harus dikuasai minimal 20 tahun secara 
turun temurun, artinya jika sudah terjadi pindah tangan tidak 
bisa lagi didaftarkan. Selain itu, wilayah ini harus ajukan 
langsung oleh orang yang bersangkutan, dan ada bukti 
penguasaan fisik berupa surat keterangan dari pemerintah 
setempat. Sedangkan masalah penerbitan Sertifikat hak milik, 
Badan Pertanahan Hanya menerbitkan setifikat jika ada 
permohonan dan memenuhi pesyaratan.  
 
Berdasarkan pernyataan tersebut, sejalan dengan pasal 2, 
Pasal 4, pasal 6  angka (1), pasal 7 huruf (b) dan pasal 8 angka 
(1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 
Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum 
Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan 
Tanah yang berada di dalam kawasan hutan  bahwa :  
Pasal 2 
Dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah 
yang berada di dalam kawasan hutan di kabupaten/kota, 
bupati/walikota membentuk Tim IP4T. 
 
 
                                                          




Pasal 4  
Tim IP4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 
bertugas: 
a. Menerima pendaftaran permohonan IP4T; 
b. Melakukan verifikasi permohonan; 
c. Melakukan pendataan lapangan; 
d. Melakukan analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang 
tanah yang berada di dalam kawasan hutan; 
e. Penerbitan hasil analisis berupa rekomendasi dengan 
melampirkan peta IP4T Non Kadastral dan Surat 
Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) 
yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon serta 
salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya; 
f. Menyerahkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada 
huruf e kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota. 
 
Pasal 6 angka (1) 
Terhadap bidang tanah yang dimohonkan ditunjukkan langsung 
oleh yang bersangkutan dan disetujui oleh pihak yang 
berbatasan langsung. 
 
Pasal 7 huruf (b) 
Surat Pernyataan Penguasaan Fisik  Bidang tanah (SPPFBT) 
yang dibuat oleh yang bersangkutan dan keterangan yang 
dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi 
dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai 
hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat 
kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal yang 
mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik 
bidang tanah tersebut, dan diketahui oleh kepala 
desa/kelurahan atau sebutan lain yang disamakan dengan itu. 
 
Pasal 8 huruf (1) 
Hasil Pengolahan data yuridis dan data fisik bidang-bidang 
tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, tim IP4T 
memutuskan bahwa bagi pemohon yang sudah menguasai dan 
menggunakan bidang tanah tersebut selama 20 (dua puluh) 
tahun atau lebih secara berturut, dapat diteruskan 
permohonannya melalui penegasan hak. 
 
Berdasarkan peraturan bersama di atas pernyataan Kepala 
Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan 
Nasional kabupaten Bone ini, dapat disimpulkan bahwa sebelum 
adanya peraturan bersama tersebut, tidak boleh ada penerbitan 
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sertifikat di atas kawasan hutan mangrove. Tentu hal ini tidak 
sejalan dengan kenyataan yang ada di lapangan,  karena di 
wilayah permukiman Kelurahan Bajoe sudah terdapat banyak 
sertifikat baik yang di miliki oleh Suku Bajo asli, Suku Bugis, 
ataupun suku-suku lainnya yang bermukim di wilayah Bajoe.  
Sertifikat ini bisa mereka dapatkan melalui pendaftaran yang 
dilakukan langsung oleh yang bersangkutan, tapi pendaftaran 
dengan inisiatif sendiri ini masih mendapatkan banyak kendala 
khususnya untuk Masyarakat  Suku Bajo kendala yang dimaksud 
ini berkenaan dengan masalah ekonomi dan akses untuk 
pendaftaran tanah. Oleh karena itu, hadir program pendaftaran 
tanah yang diadakan oleh pemerintah dalam rangka memberikan 
kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan sertifikat Hak 
Milik, khususnya untuk masyarakat nelayan yang dekat dengan 
kemiskinan.  
Adapun Salah satu program pemerintah dalam hal 
penerbitan Sertifikat hak yaitu program Pembuatan Sertifikat Hak 
atas Tanah (SEHAT) Nelayan Bajoe yang dilaksanakan Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone sebagai fasilitator, yang 
bekerja sama dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan dan 
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone yang dilaksanakan 
pada tahun 2013-2014 yang bertujuan untuk memudahkan akses 
modal bagi nelayan agar bisa melakukan peminjaman di bank 
dengan jaminan sertifikat Hak atas Tanah. Hal ini sejalan dengan 
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pernyataan Rusdi salah seorang Ketua Kelompok Nelayan Bajoe 
bahwa anggota kelompoknya sudah mendapatkan sertifikat Hak 
Milik, akan tetapi sertifikat tersebut sudah digadaikan di bank 
untuk modal.81 
Pengambilan sertifikat untuk permukiman Masyarakat Bajoe 
saat ini terdapat suatu kendala baru, karena Kantor Pertanahan 
mengeluarkan suatu kebijakan baru yang mengharuskan 
masyarakat mengambil suatu rekomendasi dari instansi yang 
terindikasi memiliki kewenangan atas lahan tersebut. Menurut 
bapak Aprilan bagian pendaftaran. Hal ini dilakukan karena terjadi 
banyak kasus dilapangan setelah penerbitan sertifikat, dan yang 
mendapat sanksi adalah Pertanahan. Khusus untuk permukiman 
Bajoe itu harus mengambil surat rekomendasi dari Dinas 
Kehutanan. Kebijakan ini pun baru di keluarkan pada tahun 2015. 
Hal tersebut sejalan dengan pemaparan bapak Safaruddin bagian 
Perlindungan dan Pengawasan Hutan Lindung, bahwa :82 
Sejak awal 2015 sudah ada surat masuk dari Pertanahan 
terkait penertiban sertifikat untuk kawasan Bajoe. Tapi dari 
semua surat masuk baru tiga yang kami berikan rekomendasi 
untuk penerbitan sertifikat. Sedangkan selebihnya hanya 
sebatas pemberitahuan bahwa wilayah tersebut merupakan 
wilayah kawasan hutan.  
Sebelum adanya surat pemberitahuan dari pertanahan 
mulai tahun 2015 ini, Dinas Kehutanan tidak mengetahui bahwa 
di wilayah tersebut sudah terbit sertifikat hak milik. Tapi selama 
tidak ada pemberitahuan dari pemerintah untuk penggunaan 
kawasan tersebut, tidak masalah.  
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Dengan demikian, pengambilan sertifikat di Kelurahan Bajoe 
ini tidak lagi semudah dulu, karena harus ada rekomendasi dari 
Dinas  Kehutanan. Selain itu sebelum adanya kebijakan dari 
Pertanahan, Dinas Kehutanan Tidak mengetahui bahwa di wilayah 
kawasannya terbit banyak sertifikat. Pertanahan pun menerbitkan 
suatu kebijakan tersebut, karena sampai saat ini menyangkut 
penerbitan sertifikat Pemerintah Daerah Kabupaten Bone belum 
mengeluarkan perda khusus menyangkut masalah kordinasi 
kewenangan. Sehingga banyak sertifikat yang terbit di atas 
kawasan kewenangan instansi lain. 
2. Reklamasi dan penataan wilayah 
a. Reklamasi  
Reklamasi yang terjadi di wilayah Kelurahan Bajoe ini mulai 
terjadi pada tahun 1935 wilayah yang awalnya ditinggali oleh 
Masyarakat Bajo merupakan wilayah perairan tapi lambat laun 
sudah mulai tampak menjadi daratan hal ini di pengaruhi oleh 
dua faktor yaitu faktor alam dan manusia menurut Andi Ambo 
Tang Deng Parai daratan ini terbentuk pada awalnya begitu 
saja  tanpa ada yang mengetahui penyebabnya, namun 
belakangan ini sudah terbentuk daratan-daratan baru yang 
memang sengaja dibuat oleh manusia yang bermukim di 
wilayah Pesisir Bajoe. Hal ini sejalan dengan pernyataan Pak 
Roso sebagai salah satu tokoh Adat Suku bajo yang 
menjelaskan bahwa: 
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Sejak pindah di tempat bermukim saat ini jika pulang dari laut 
dan ada kelebihan uang, digunakan untuk membeli timbunan 
sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya bisa terbentuk seperti 
sekarang ini. 
 
Dengan terjadinya penimbunan oleh masyarakat sekitar, 
sedikit demi sedikit wilayah tersebut menjadi daratan. Misalnya 
permukiman tempat tinggal Pak Roso tersebut. saat ini tempat 
tinggalnya sudah menjadi daratan semua. 
Selain itu, beberapa program dari pemerintah juga 
memegang peranan dalam pembentukan daratan di wilayah 
Bajoe, seperti pembangunan Pelabuhan Bajoe, karena dalam 
pembuatan pelabuhan ini terjadi penimbunan yang secara 
langsung berdampak dengan permukiman yang ada di wilayah 
Bajoe dan ekosistem hususnya Hutan Mangrove. Selain itu, 
berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Bidang  Dinas 
Tataruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bone 
bahwa berdasarkan pernyataan dari Bapak Bupati Bone 
bahwa akan diadakan reklamasi pantai dari wilayah Pesisir 
Tanjung Pallette sampai  dengan wilayah pelabuhan sejauh 
daratan terbentuk pada saat air Surut. 83  Dengan demikian, 
reklamasi yang terjadi di wilayah ini tidak dapat terhindarkan 
lagi. Karena banyak pihak yang memegang peranan penting. 
utamanya pemerintah.  
Berdasarkan peta wilayah Dinas Kehutanan wilayah 
permukiman Kelurahan bajoe ini sebagian besar merupakan 
                                                          
83 Andi Asni, wawancara, kantor Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kab. 
Bone, Bone, 26 Oktober 2015 
94 
wilayah Hutan Mangrove. Khusus untuk lingkungan Bajo yang 
berada di wilayah Pesisir Kelurahan Bajoe, hampir seluruhnya 
merupakan wilayah kawasan Hutan Mangrove. karena wilayah 
ini memang pada awalnya berhubungan langsung dengan 
pantai akan tetapi sebagian dari wilayah pantai ini sudah di 
buat jalan dan dilakukan penimbunan oleh pemerintah. Hal ini 
juga berdampak terhadap pemukiman warga yang kini hampir 
separuhnya menjadi daratan. 
b. Penataan Wilayah 
Wilayah Kelurahan Bajoe merupakan wilayah yang sangat 
strategis, di samping merupakan pusat aktifitas kecamatan, 
wilayah ini tempat berlalu lalangnya aktifitas lalulintas 
penyebrangan lewat laut karena merupakan tempat 
pembangunan pelabuhan. Selain itu, wilayah ini akan 
menerima dampak dari pertumbuhan penduduk perkotaan 
yang semakin hari semakin meningkat. Berdasarkan data dari 
Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kabupaten 
Bone bahwa wilayah yang akan menerima dampak yang 
sangat signifikan dari pertumbuhan penduduk merupakan 
wilayah Kecamatan Tanete riattang Barat dan Kecamatan 
Tanete Riattang Barat termasuk di dalamnya Kelurahan Bajoe 
yang akan menerima dampak dari pertumbuhan penduduk 
kota tersebut. Berdasarkan data pertumbuhan penduduk kota 
selama waktu lima tahun terakhir tampak begitu signifikan. 
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Pada Tahun 2009 penduduk bagian wilayah perkotaan 
Watampone (Kecamatan Tanete Riattang Timur dan 
Kecamatan Tanete Riattang Barat) sebanyak 129.673 jiwa, 
dan pada Tahun 2013 sebanyak 138.778 jiwa. Ini 
memperlihatkan bahwa penduduk bagian wilayah Perkotaan 
Watampone (Kecamatan Tanete Riattang Timur dan 
Kecamatan. Tanete Riattang Barat) selama 5 (lima) tahun 
terakhir mengalami pertambahan penduduk sebanyak 9.105 
jiwa atau setiap tahun rata-rata jumlah penduduk bertambah 
sebanyak 1.821 jiwa.84 
Semakin berkembangnya suatu wilayah maka 
perencanaannya pun harus semakin diperhatikan berdasarkan 
hasil wawancara dengan Ibu Andi Asni salah satu Kepala 
Seksi Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman 
Kabupaten Bone bahwa:85 
Wilayah Kota Kabupaten Bone ini tidak dapat lagi di 
kembangkan karena lahan semakin sempit sehingga kita 
hanya bisa untuk menatanya. 
 
Mendengar kenyataan tersebut kondisi penataan wilayah  Kota 
Kabupaten Bone ini memang cukup memprihatikan karena 
terjadi pertambahan penduduk yang cukup pesat. Baik karena 
kelahiran, ataupun karena banyaknya pendatang yang mulai 
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menetap di kawasan kota. Menanggapi hal tersebut Andi Asni 
memaparkan bahwa: 
Karena wilayah kota Kabupaten Bone hanya bisa untuk di 
tata, maka kami akan membuat rancangan untuk 
perkembangan selanjutnya tapi bukan lagi di wilayah pusat 
kota, tapi wilayah-wilayah yang dekat dan bersentuhan 
langsung dengan perkembangan kota Wilayah Seperti 
RDTR Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Barat yang 
sementara dalam proses pengerjaan rencana detailnya 
karena rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bone ini 
memang baru kita kerjakan pada tahun 2013 itu pun kita 
hanya fokuskan untuk dua kecamatan itu, karena dianggap 
yang paling urgen.  
 
Dengan demikian, maka pembangunan dan pengembangan 
kota akan terpusat pada daerah-daerah yang dekat dengan 
kota. Salah satunya Kelurahan Bajoe, yang berada dalam 
RDTR Kecamatan Tanete Riattang Timur. Karena wilayah ini 
merupakan wilayah yang paling strategis karena merupakan 
wilayah yang sangat dekat dengan pelabuhan dan pusat 
pemerintahan Kecamatan. Menurut Andi Asni secara Umum 
RDTR kecamatan ini sudah selesai, tapi untuk rencana detail 
belum rampung semua, dan saat ini dalam pembahasan. 
khusus untuk rencana detail Kelurahan Bajoe terdapat suatu 
masalah, karena wilayah ini merupakan wilayah kawasan Hutan 
Mangrove. sebagai mana dijelaskan Bahwa: 
Sedangkan untuk wilayah Kelurahan Bajoe sendiri kami 
cukup merasa dilema dalam perencanaannya, karena 
wilayah tersebut merupakan wilayah kawasan Hutan 
Mangrove, tapi jika kita akan melakukan relokasi terhadap 
penduduk akan susah juga karena sudah banyak sertifikat 
hak milik yang terbit disana. Jadi sangat susah untuk 




Penataan wilayah  ini memang cukup sulit, karena sudah 
terdapat banyak sertifikat yang terbit. Tapi ini merupakan 
wilayah kawasan Hutan Mangrove. sedangkan Pertanahan 
menerbitkat sertifikat tersebut karena merasa tidak mengetahui 
bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah kawasan Hutan 
Mangrove. Sedangkan Dinas Kehutanan tidak mencegah 
penerbitan sertifikat tersebut karena tidak mengetahui bahwa 
terdapat sertifikat hak milik di wilayah tersebut. karena begitu 
banyaknya hak milik yang terbit di kawasan ini, Dinas 
Kehutanan saat ini sudah mengajukan permohonan untuk 
identifikasi lokasi permukiman ke Kementrian Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup. Untuk wilayah yang termasuk permukiman 
dimohonkan untuk di keluarkan dari wilayah kawasan. Akan 
tetapi hal ini masih belum bisa dipastikan. Karena harus 
menunggu SK dari pusat. Hal ini sesui dengan pernyataan Andi 
Asni Bahwa:     
jika akan dilakukan pelepasan ini tergantung dengan Dinas 
Kehutanan yang memiliki wewenang atas itu. Tapi memang 
pada dasarnya wilayah di sana adalah kawasan Hutan 
Mangrove. Mengenai permohonan untuk pelepasan 
kawasan tersebut sudah dilakukan, tapi belum ada tindak 
lanjut. Tapi berdasarkan rencana tata ruang secara umum 
wilayah tersebut akan kita masukkan dalam rencana 
permukiman penduduk.  
 
Mempertahankan wilayah ini menjadi suatu permukiman 
mendapat dukungan yang cukup besar dari pemerintah Daerah 
Kabupaten Bone, bahkan dijelaskan bahwa: 
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Bahkan menurut Bapak Bupati Bone sepanjang Pesisir 
Pallette sampai dengan Bajoe akan dilakukan reklamasi 
sejauh air surut sampai turun pasang. Dan ini akan 
ditetapkan untuk anggaran tahun 2016. Jadi intinya wilayah 
Bajoe itu dulunya bukan wilayah permukiman, tapi ada 
permukiman di atasnya dan rencana kedepannya akan 
dijadikan permukiman.  
 
Diakhir perbincangan penulis dengan Kepala Bidang Dinas 
Tata Ruang, Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Bone ini 
menyampaikan bahwa:  
Tapi semua itu tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Dinas 
Tata ruang, Perumahan dan Permukiman, tapi harus ada 
kerjasama dari instansi terkait lain, seperti Badan 
Pertanahan Nasional, Dinas Kelautan dan Perikanan, 
khususnya Dinas Kehutanan yang memang merupakan 
kawasannya. 
 
Dengan demikian dalam hal penataan wilayah, Dinas Tata 
Ruang, Perumahan dan Permukiman hanya berusaha 
semaksimal mungkin untuk melakukan penataan terhadap 
wilayah-wilayah di Kabupaten Bone, khususnya Kelurahan 
Bajoe. Akan tetapi perlu adanya kerjasama dari instansi-
instansi terkait lainnya. Karena setiap instasi memiliki perannya 
masing-masing tapi tidak bisa terpisah dari instansi lainnya.  
Berdasarkan pemaparan Andi Asni tersebut, sudah sangat 
jelas tergambar bahwa wilayah Kelurahan Bajoe ini merupakan 
wilayah kawasan Hutan Mangrove di bawah penguasaan 
Dinas Kehutanan, akan tetapi dalam perencanaannya wilayah 
tersebut akan dijadikan wilayah permukiman karena untuk 
mempertahankan wilayah tersebut sudah sangat susah.  
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Selain karena wilayah Kelurahan Bajoe banyak sertifikat 
hak milik di atasnya, dan jika di pertahankan menjadi kawasan 
hutan tentu saja akan terjadi banyak masalah karena 
masyarakat akan protes karena sudah menganggap wilayah 
tersebut adalah hak mereka terutama untuk masyarakat yang 
memang sudah turun temurun bermukim di wilayah tersebut 
sampai akhirnya mendaftarkan wilayahnya dan diterbitkan 
sertifikat. Oleh karena itu dalam perencanaan wilayah 
Kelurahan Bajoe ini sangat dibutuhkan kerjasama dari 
berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun masyarakat 
setempat. 
3. Pemberdayaan Masyarakat 
Dalam perkembangan suatu wilayah yang memegang 
peranan penting adalah masyarakat setempat. Suatu wilayah tidak 
akan mengalami suatu kemajuan tanpa adanya kerjasama dari 
masyarakat dan pemerintah. Wilayah Bajoe sebagai suatu wilayah 
pesisir atau biasa juga disebut desa nelayan ini didasari oleh mata 
pencarian Masyarakat Bajoe yang dominan nelayan khususnya 
untuk Suku Bajo yang hampir semuanya nelayan dan juga Suku 
Bugis Bone yang bermukim di wilayah ini separuhnya merupakan 
nelayan. Kehidupan masyarakat nelayan yang ada di wilayah ini 
cenderung miskin, kehidupan mereka pun cukup sederhana 
sehingga peran serta pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan 
dalam peningkatan taraf hidup nelayan yang bermukim di wilayah 
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Bajoe. Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan 
Perikanan yang memegang peranan penting dalam 
pengembangan taraf hidup Nelayan Bajoe, di samping itu juga 
harus bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah yang lain. 
Ada beberapa bantuan dari tahun 2011 sampai sekarang 
yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang di 
utamakan untuk kelompok Nelayan Bajoe. Berdasarkan data dari 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, ada tujuh 
bantuan yang khusus untuk Kelurahan Bajoe. Adapun tujuh 
program tersebut yaitu:  
1) Program Pembuatan Sertifikat Hak  atas Tanah (SEHAT) 
Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi fasilitator 
untuk pengambilan sertifikat oleh Masyarakat Bajoe. Program 
bantuan ini merupakan bantuan langsung dari Kementrian 
Kelautan dan Perikanan, bekerjasama dengan Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Bone dan Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bone yang sedah berlangsung sejak Tahun 2013.. 
Bantuan ini hanya diberikan kepada  masyarakat yang 
berprofesi sebagai nelayan yang terdaftar. Dengan adanya 
program ini, sangat membantu Masyarakat Bajoe, khususnya 
Suku Bajo yang rata-rata berprofesi sebagi nelayan. Bantuan 
ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat nelayan untuk 
mendapatkan sertifikat dengan gratis, sehingga bisa 
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mendapatkan pinjaman Modal usaha dari bank dengan 
Menggadaikannya. 
2) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Kelautan dan Perikanan 
Program ini merupakan bantuan langsung dari Pemerintah 
Pusat yang bekerja sama dengan Dinas Kelautan Dan 
Perikanan pada tahun 2011-2012. Bantuan yang diberikan 
berupa dana untuk pengembangan Usaha. Bantuan ini juga di 
utamakan untuk masyarakat nelayan.  
3) Pengembangan Usaha Minat Pedesaan  
Bantuan ini juga merupakan bantuan langsung dari pusat, 
bekerjasama dengan Dinas Kelautan Dan Perikanan yang 
berlangsung sejak Tahun 2011-2014. Bantuan diberikan dalam 
bentuk dana, sebagai salah satu solusi untuk penanggulangan 
kemiskinan dan mewujudkan lapangan kerja di pedesaan, 
dengan mengembangkan usaha penangkapan ikan dan 
wirausaha nelayan. 
4) Bantuan Langsung Masyarakat 
Bantuan yang diberikan ini dalam bentuk dana, yang 
dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 
2011-2013. Bantuan ini diharapkan bisa membantu 




5) Pengembangan Usaha Minat Mandiri 
Bantuan ini merupakan bantuan daerah dalam hal ini Dinas 
Kelautan dan Perikanan, yang turun langsung kelapangan 
untuk memberikan bantuan berupa dana dan membantu 
pengembangan usaha nelayan. Bantuan ini dilaksanakan sejak 
tahun 2011-2013. 
6) Kelompok Usaha Bersama 
Bantuan ini dilaksanakan langsung oleh Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Bone sejak tahun 2011 sampai 
sekarang. Bantuan ini diberikan dalam bentuk jasa, dana dan 
alat tangkap. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat 
membantu usaha tangkap Nelayan Bajoe. 
7) Bantuan Dana Alokasi Khusus 
Bantuan ini diberikan langsung oleh Kepala Dinas Kelautan 
dan Perikanan secara simbolis di Kantor Dinas Kelautan dan 
Perikanan. Bantuan ini masih tergolong baru, dilaksanakan 
pada akhir tahun 2015. Bantuan ini diberikan dalam bentuk alat 
tangkap untuk mengembangkan usaha tangkap Nelayan 
Bajoe. 
Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa bantuan 
dalam bentuk dana/uang merupakan prioritas pemerintah, ini 
dikarenakan banyak nelayan yang mengalami kendala dalam 
persoalan biaya. Seperti Nelayan Bajoe sebagian besar tergolong 
nelayan kelas kecil, sehingga pendapatan mereka pun cukup 
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sedikit. Ini dipengaruhi oleh fasilitas tangkap yang masih sangat 
minim. Sedangkan bantuan berupa peralatan tangkap untuk dari 
pemerintah hanya diprioritaskan untuk nelayan yang sudah 
terdaftar. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan 
nelayan yang terdaftar di kelurahan bajoe ini hanya 657 orang, itu 
pun 383 orang diantaranya hanya bertindak sebagai pekerja 
selebihnya ada yang bertindak sebagai pemilik kapal dan pemilik 
alat-alat bantu kapal. Adapun beberapa nelayan yang belum 
terdaftar yang peralatan tangkapnya tergolong sangat sederhana 
dan illegal seperti bom, jaring, dan lain-lain. Tapi khusus untuk 
Nelayan Bajo kebanyakan di antara mereka menggunakan alat 
tangkap berupa bom. Sehingga sudah ada beberapa diantara 
mereka yang ditangkap karena melakukan pelanggaran. 
Beradasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan dari 
Tahun 2011-2015 sedikitnya ada 17 kasus yang di dapatkan oleh 
Dinas Kelautan dan Perikanan, tapi yang tidak sempat tertangkap 
sangat banyak. Dari beberapa kasus tersebut dominan terjadi di 
wilayah Perairan Bajoe. Oleh karena itu Dinas Kelautan dan 
Perikanan cukup memprioritaskan bantuan untuk Masyarakat 
Nelayan Bajoe, khususnya untuk Suku Bajo yang sangat sulit 
untuk mengubah alat tangkapnya yang berupa bom. Tapi sejak 
adanya beberapa bantuan dari pemerintah, sudah banyak di 
antara meraka yang menggunakan alat tangkap sesuai yang di 
anjurkan. Akan tetapi ada juga yang tidak pernah merasa jera 
104 
meski sudah tertangkap bahkan merusak dirinya karena alat 
tangkap yang digunakan.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Staf Dinas 
Kelautan dan Perikanan yang menangani masalah pemberdayaan 
masyarakat, menurut beliau bahwa:86 
Kelurahan Bajoe merupakan kelurahan yang cupup mejadi 
prioritas dalam pemberian bantuan untuk masyarakat nelayan, 
untuk itu hampir semua jenis bantuan dari Dinas Kelautan dan 
Perikanan kami salurkan kesana, tapi ada beberapa program 
yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, misalkan saja 
bantuan berupa MCK yang kami berikan untuk wilayah 
permukiman Suku Bajo akhirnya menjadi sia-sia saja, karena 
tidak dipergunakan sebagaimana mestinya bahkan ada yang 
di jadikan tempat sampah saja. Ini dipengaruhi oleh kultur, 
budaya Masyarakat Bajo yang bisa dibilang cukup primitif. 
Mereka masih banyak diantara mereka yang masih percaya 
bahwa mereka hidup dari laut, oleh laut, dan untuk laut artinya 
hidup dan matinya mereka tidak terlepas dari laut. 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 
bahwa dalam memberikan suatu bantuan untuk Masyarakat 
Bajoe terkhusus untuk Suku Bajo,  harus dipertimbangkan dari 
banyak hal. Karena tidak menutup kemungkinan bantuan 
tersebut akan berdampak sia-sia saja. Bahkan menurut Kepala 
Seksi Hukum Dinas Kelautan dan Perikanan  bahwa:87 
Masyarakat yang bermukim di wilayah Bajoe ini khususnya 
Suku Bajo sebelum memasukkan suatu yang baru dalam 
lingkungan ini lebih penting diubah terlebih dahulu pola 
pikirnya. Karena tidak semua bantuan yang kita berikan itu di 
tanggapi positif oleh mereka. Misalkan saja larangan 
menggunakan bahan peledak seperti bom dalam menangkap 
ikan. Ini tidak dengan mudah dapat di terima oleh mereka. 
                                                          
86 Andi Amrah, wawancara, Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Bone, Bone, 25 
Oktober 2015 
87 Andi Marwangeng, wawancara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, Bone 
, 25 Oktober 2015 
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Bahkan ada beberapa yang sudah mendapat teguran dan 
ditangkap, tetap saja setelah itu kembali mengulangi 
perbuatannya. Ini disebabkan oleh pola pikir mereka yang 
menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa karena turun 
temurun hal itu sudah digunakan. Bahkan ada beberapa yang 
sempat mengalami cedera karena menggunakan alat peledak. 
Tapi tetap saja di ulangi. Bahkan sudah ada yang meninggal. 
Tapi mereka tidak pernah merasa jera. Jadi kami dari Dinas 
Kelautan dan Perikanan lebih memfokuskan dalam melakukan 
sosialisasi tersebih dahulu untuk merubah cara pandang 
mereka. 
Berdasarkan hal tersebut Suku Bajo ini merupakan 
masyarakat yang cukup unik dan berbeda dengan masyarakat 
lain yang bermukim di wilayah Kabupaten Bone dan tidak mudah 
untuk memahami karakter masyarakat yang ada di wilayah Bajoe 
ini. Oleh karena itu peran pemerintah dalam hal ini untuk 







1. Permukiman Masyarakat Bajo saat ini cenderung menyatu dengan 
daratan tapi masih ada yang bermukim di atas air dan sudah ada 
yang memiliki sertifikat hak milik, tetapi permukiman Masyarakat 
Bajo ini merupakan kawasan konservasi hutan Mangrove.  
2. Peran pemerintah untuk pemanfaatan wilayah Masyarakat Bajo 
dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, 
Pertanahan Kabupaten Bone, Dinas Kehutanan Kabupaten Bone 
dan Pemerintah Kelurahan Bajoe yaitu membantu dan 
menerbitkan sertifikat hak milik. sehingga memperkuat kekuatan 
hukum tempat bermukim Masyarakat Bajo.  
B. Saran.  
1. Penerbitan sertifikat yang ada di wilayah Bajoe harus betul-betul 
diperhatikan oleh badan pertanahan dan harus ada koordinasi 
yang baik terhadap semua instansi terkait, karena sudah banyak 
sertifikat yang terbit dikawasan konservasi hutan Mangrov yang 
tidak diketahui oleh Dinas Kehutanan.  
2. Sebelum memberikan suatu bantuan perlu diadakan sosialisasi 
terlebih dahulu, utamanya untuk bantuan yang berbentuk 
bangunan. Karena belum tentu masyarakat merasa membutuhkan  





Abdul Hafid. 2014. Pengetahuan Lokal Nelayan Bajo. Pustaka Refleksi: 
Makassar.. 
Adi Sudirman. 2014. Sejarah Lengkap Indonesia. DIVA Press: Jogjakarta. 
Adrian Sutedi. 2012. Sertifikat Hak Atas Tanah. Sinar Grafika: Jakarta. 
Ali Achmad Chomzah. 2003. Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia). 
Prestasi Pustakaraya: Jakarta. 
Amran Saru, Mardiana Fachri, dkk. 2011. Wawasan Sosial Budaya 
Maritim. Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) 
Universitas Hasanuddin:Makassar. 
Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan. 2009. Kewenangan 
Pemerintah di Bidang Pertanahan. PT RajaGrafindo: Jakarta. 
Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan 
Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), 
Djambatan: Jakarta. 
Farida Patittingi. 2012. Dimensi Hukum Pulau-pulau Kecil di Indonesia. 
Rangkang Education: Yogyakarta.  
Mas Alim Katu. 2005. Tasawuf Kajang. Pustaka Refleksi: Makssar. 
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. Hak-Hak Atas Tanah. 
Kencana: Jakarta. 
Rokhmin Dahuri. 2001. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan 
Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita: Jakarta. 
Soekanto, Soerjono.2011.Hukum Adat Indonesia. PT RajaGrafindo 
Persada: Jakarta.  
Supriadi. 2007. Hukum agraria. Sinar Grafika: Jakarta. 
Umar Said Sugiharto, dkk. 2015. Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan 
Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca 
Reformasi).Setara Pres: Malang 
Urip Santoso. 2008. Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah. Kencana: 
Jakarta. 
Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. 2010. Hukum Pendaftaran Tanah. 





Wikipedia, Hak atas Tanah, https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah, 
diakses pada tanggal 11 November 2015, jam 9.34 WITA. 
               , Tanah Ulayat, Https://id.wikipedia.org/wiki/tanah_Ulayat, 
diakses pada tanggal 10 november 2015, jam 19.56 WITA 
               , Suku Bajau, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bajau, diakses 
pada tanggal 09 november 2015,  jam 11.55 WITA 
Stanley Josuhua siagian, Hak Perorangan atas Tanah (singkat), 
www.scribd.com/doc/58568170/Hak-Perorangan-Atas-Tanah-
Singkat#cribd, diakses pada tanggal 10 November 2015, jam: 
20.38 WITA 
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lain: 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tenang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanah Nasional 
nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman  Penyelesaian Masalah 
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri 
Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum 
Republik Indonesia, Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB. 
3/Menhut-11/2014, Nomor 17/ PRT/M/2014, Nomor 8 
/SKB/X/2014 tentang Tatacara Penyelesaian Penguasaan 
Tanah Yang Berbeda di Dalam Kawasan Hutan. 
 
 
